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“... Setiap Orang berhak berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpang informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia...”

Pasal 28f UUD 1945
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KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan
dan Perikanan mempunyai visi untuk mewujudkan informasi publik yang akurat
dapat dipertanggung jawabkan, cepat, tepat waktu dan sederhana. Memastikan
pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang
professional dan berintegritas, serta menjadi penggerak utama keterbukaan
informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung
terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki misi untuk
menjamin akses informasi publik sesuai Keterbukaan Informasi Publik yang
diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum
penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU ini telah
memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi
publik.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Kementerian Kelautan dan
Perikanan salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi
kewajiban dalam mendukung transparansi dan mewujudkan keterbukaan informasi
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan secara garis besar, laporan
ini memuat grafik dinamika permohonan informasi dan penanganannya. Kiranya
laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas

layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jakarta 31 Desember 2024

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Ari Prabowo
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KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu oleh karena itu setiap
orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan
pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan
masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya
keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat,
masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan
motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu
untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini,
keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang
berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan
publik.

Sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya proses demokrasi
yang akuntabel, adil serta inklusif seperti halnya demokrasi yang saat ini tumbuh
dan berkembang di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia ini melahirkan
kebijakan yang memberi jaminan dan kesempatan bagi publik untuk
berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut
kepentingan umum. Pada pelaksanaan peran aktif masyarakat tersebut, badan
publik wajib memastikan pelayanan informasi danketerbukaan informasi kepada
publik. Hal tersebut lahir dan sejalan dengan semangat untuk mencapai good
governance sesuaidengan Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 yangmenyebutkan bahwa

“ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”
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Sebagai tindak lanjut Pasal 28 F tersebut, maka disahkanlah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang
mengamanatkan agar semua badan publik menyediakan informasi yang
diperlukan masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Sesuai amanah
undang-undang tersebut, transparansi informasi dari badan publik dikelola
oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memastikan
penyediaan informasi yang cepat, tepat waktu,biaya ringan atau bahkan tanpa biaya,
serta dengan cara yang sederhana. Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik tersebut telah mengubah paradigma dalam persepsi keterbukaan
informasi publik bagi masyarakat terutama bagi badan publik dalam menentukan
kebijakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menindaklanjuti hadirnya era
keterbukaan informasi publik seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang
tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Teknis Pelayanan InformasiPublik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik,
PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 kemudian diperbarui dengan
disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, pada Bab | pasal 1 tersebut mengatur mengenai PPID di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPID
Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi

Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu
Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan
Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik
maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses

penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.
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Sebagai wujud komitmen KKP yang merupakan badan publik yang waijib
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maka Menteri Kelautan dan
Perikanan telah menunjuk Atasan PPID KKP, dimana Atasan PPID tertinggi ini
sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan
dan Perikana bersama PPID Utama dan 159 Pejabat PPID Pelaksana dan PPID
Pembantu Pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaksana PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri
dari:

a. atasan PPID Kementerian;

b PPID Kementerian;

C. atasan PPID Pelaksana;

d PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
i. PPID Unit Organisasi Eselon I;
i. PPID UPT; dan
iii. PPID LPMUKP.

e. tim pertimbangan; dan

Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Penunjukan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

ditetapkan dengan Keputusan Menteri
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Berikut ini struktur Kelembagaan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan
pada gambar 1 dan gambar 2

Struktur Kelembagaan adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian
serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur ini menggambarkan
bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi serta diatur di dalam
organisasi untuk memastikan bahwa setiap bagian dapat bekerja secara efektif dan
efisien dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan
sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/
2019 ditetapkan struktur baru sebagai berikut:
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STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI KKP

(

KEPMEN KP NOMOR 3&6/KEPMEN-KP/201% )

Atasan PPID Unit Eselon |
(Dirjen / Kepala Badan)

Atasan PFPID Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Sekjen)

FPID Unit Kerja Eselon |

(Sesditjen / Sesbadan)

PPID UPT
(Kepala UPT)

FPID Kementerian Kelautan
dan Perikanan (Karo BHEKLN)

Gambar 2

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Kelautan dan

Perikanan,

2. Para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Atasan PPID Pelaksana

Eselon |,

3. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri sebagai PPID Kementerian

Kelautan dan Perikanan,
4. PPID Unit Eselon I, PPID UPT dan PPID LPMUKP sebagai PPID Pelaksana

2. Dasar Hukum PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan

1.

N

w

s

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP)

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010

tentang Keterbukaan Informasi Publik
PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

PerKl | Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

5. PerKl | Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi

o

Publik
SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1 Tahun 2024

tentang Kualifikasi Daftar Informasi Dikecualikan
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7. SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2 Tahun 2024
tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 10 Tahun 2024
tentang Pemutahiran Daftar Informasi PublikKementerian Kelautan dan

Perikanan

3. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan
mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanh Undang-undang Nomor 14
Tahun 2028 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta
dengan cara yang sederhana. Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya,
PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Maklumat PPID

sebagai arahan penyelenggaraan PPID yang disampaikan oleh Atasan PPID

= z
B H
L% H
£ ;’(
% F
e
R »“w

SErayran

Pelaksana sebagai berikut:

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Vi rrkolss, Nl (/{{(.({_.{J}!L: (

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, DAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA
SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN
YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR

JAKARTA, 9 JANUARI 2024
PPID KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ari Prabowo
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4,

VISI

Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan

dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5.

MISI

Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi
masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup
layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan

melalui strategi layanan informasi publik

TUGAS DAN WEWENANG PPID

PPID Kementerian mempunyai tugas dan wewenang:
melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi
Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di
Kementerian;
melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk
dipublikasikan;
melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan
dikecualikan;
melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi
Publik;
menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses
oleh publik;

menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
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melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;

melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas
Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan Daftar
Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID Kementerian;
menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;

mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian;

memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal
Permintaan Informasi Publik ditolak;

melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang
Dikecualikan dan memberikan alasannya;

meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas
PPID Pelaksana;

menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau
tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan
dikecualikan;

menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan
oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
mengoordinasi dengan Walidata di instansi pusat maupun instansi daerah; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

7. TUJUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan, meliputi:

Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi

publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
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2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik

dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

8. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:
1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan
sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan

dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang
diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala;

dan informasi publik yang dikecualikan.

9. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik

terdiri atas:

e Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang
datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan

desk informasi publik yang dilengkapi dengan:
|. Fasilitas PPID.

1. 2 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;

2. 1 set meja dilengapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan
khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;

2 unit PC yang terhubung dengan internet;

1 unit printer;

1 line Telepon/Fax;

1 lemari pamer;

N o o koW

2 lemari dokumen;
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8. 1 dispenser untuk pemohon informasi

9. Buku registrasi permohonan informasi

10. Formulir permohonan informasi

11. Formulir keberatan informasi publik

12. Website ppid.kkp.go.id

13. Call Center 141

14. Whatsapp Bisnis PPID KKP

15. Formulir Braille untuk Formulir Permohonan informasi dan Formulir
keberatan informasi publik

16. Alat dengar untuk tuna rungu

17. Banner Permohonan Informasi

18. Kios K PPID

19. Banner Informasi Jam kerja PPID

20. QR daftar hadir

21. QR Survey Kepuasan

10. WAKTU PELAYANAN DAN ALAMAT PPID KKP

Dalam menjalankan pelayanan informasi, PPID Kemeneterian Kelautan dan
Perikanan menetapkan waktu pelayanan informasi publiknya yaitu setiap hari kerja
pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 - 15.00 WIB menyesuaikan
bagian waktu wilayah kerja di masing - masing unit kerja. PPID Kementerian
Kelautan dan Perikanan beralamat di Gedung Mina Bahari Il Lantai GF Jalan
Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir Jakarta Pusat 11010
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Gambar 4. Waktu Pelayanan Harian Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan
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Gambar 5. Lokasi Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan
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Gambar 6. Ruangan Pelayanan Tampak Muka PPID KKP
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Gambar 7. Ruangan Pelayanan PPID KKP
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Gambar 8. Pelayanan Permohonan Informasi
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11.TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan
informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik
yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah
disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelayanan informasi yang
disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID
(http://ppid.kkp.go.id/); email ( contact.us ppidkkp@kkp.go.id); Counter Layanan

Meja Informasi dan Contact Center 141 serta melalui kanal medsos ( Instagram,
Facebook, Twitter dan Whatsapp Business). Mekanismenya sebagai berikut:

KEMENTERIAN KELAUTAN
DAM PERIKAMAN

Alur Permohonan Informasi Publik

adt o 1T n
D \ i ' T I_-

<

Permohonan Meja Layanan
Informasi Publik Informasi

Selesai

Selesai
< i

Keberatan

Tidak Puas "
Selesai

Atasan PPID

Komisi Informasi

f PPID Kementerion Kelautan dan Perikanan g ppidkkp ¥ ppidkkp

Gambar 9. Tata cara Permohonan Informasi

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024


mailto:ppidkkp@kkp.go.id)

16

PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI DATANG LANGSUNG

Permohonan data

a

Tipe Ferarangan
PErgarEtan :

= warm Tanda Pendusis
& Surat Pengantas darn

e Tipd Kilemiroh Manyarshar
PErsgarstan
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& Surat KusasTugss
il dalfrar hadir
Tipe Radsn Hukium
PersparsLan
& At Perdirian dan
Parubatui
Surat KuasaTugss
Earty Tands Pendudk
Fono Peerahon
Surat Pengesshan dari
W RELRHAM

n '11-::|:_;'.-_|||._|ii'_-.l'.

CRE

Tidak

k dokumen

Ya

RLiota
Dokumien

tetapi petugas
yang dituji

IiZF:;[_Ll.i[.d n

Tidak
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Petugas
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Informasi
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10 + 7 hari kesja
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Gambar 10. Tata cara Permohonan Informasi sesuai SOP
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12. MEKANISME KEBERATAN

Keberatan informasi diajukan oleh pemohon Informasi Publik apabila pemohon
merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan PPID. Pemohon mengajukan
keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat di akses di
Portal PPID.

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya

alasan sebagai berikut:

(a) Penolakan berdasarkan alasan penolakan berdasarkan alasan Pengecualian

Informasi Publik;
(b) tidak disediakannya Informasi berkala;
(c) tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
(d) Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
(e) tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
(f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

(g) penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam

Peraturan tentang Standar Layanan Informasi Publik

g )} e
K PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERTKANAN

Pemohon Informasi Publik Mengajuakn
Keberatan Kepada Atasan
- PPID KKP Atau Atasan PPID Unit Organisasi Eselon |

>
BerAKHLAK

Prerprry A

0000

Maksirmal 30
Hari Kerja
Sejak
Diterimanya
Pemberitahuan
Tertulis ==

PERMOHOMNAM

Maksirnal 30 Hari Kerjia _ 4™ -
Sejak Keberatan

TANGGAPAN PPID KKP/PPID UNIT
DORGANISASI ESELON 1

ppidkkp 11

Gambar 11. Mekanisme Penanganan Keberatan Informasi Publik
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13.STANDAR BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa Badan Publik harus
memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau
bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana, maka KKP telah
menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun demikian,
apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan

sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.

PENETAPAN STANDAR BIAYA

Bierya Stoncar odokeh bioye yong ditenfukan di muko, yang menupakan jumiah bioya yeng sehonsmyo
cikeluarkon untuk sau safuon layoron, produk afau urtuk membioyal keglaton fertentu, di boweh osume
kol ekieron, eftsen dan faktor-fakder lain ferertu. Dalam hal ir PPD Kemertenan Ketautan dan
Pesikanan menetopkan Standar Biaya Pelayanan PRID sebagal berlut:

PENGENAAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
FEJABAT PENGELCLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS! MENYEDIAKAN INFORMAS! PUBLIK

SECARA GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA) f\/
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI J'ﬁ”}
td (-

ARIPRABOWO

Gambar 12. Penetapan Standar Biaya
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14.REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Permohonan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
dapat dilakukan baik melalui aplikasi Portal PPID maupun datang langsung di ruang
layanan informasi. Selain itu, beberapa permohonan informasi juga diakses mellaui
email dan sosial medisa yang kemudian akan diarahkan untuk kemudian mengakses
Portal PPID oleh petugas layanan agar pemohon dapat memantau dan
mendapatkan notifikasi melalui email dan WhatApp (WA) pemohon tentang
perkembangan proses permohnan informasinya.

Dengan adanya notifikasi melaui email pemohon atau melihat pada folder
lacak pada portal ppid, pemohon akan lebih mudah untuk mengetahui tahapan
permohonan informasinya serta dapat mengetahui apabila persyaratan yang
diunggah pemohon belum lengkap. Aplikasi portal juga megirimkan notifikasi
melalui warna kepada petugas layanan terkait notifikasi waktu layanan, pengingat
permohonan yang sudah masuk 7 (tujuh) hari kerja, 10 (sepuluh) hari kerja yang
belum di proses oleh petugas.

Sepanjang Tahun 2024, PPID KKP telah menerima 1601 pemohon informasi
yang masuk ke PPID, telah ditindak lanjuti dengan rincian 2240 permohonan data,
1858 permohonan data yang kami terima, 382 penolakan, 15 pemohon masih
diproses unit kerja. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke
desk pelayanan Informasi Publik di seluruh Unit Kerja/UPT Kementerian Kelautan
dan Perikanan maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID
(http://ppid.kkp.go.id/). Setiap pemohon informasi publik di PPID KKP dapat
mengajukan maksimal 5 permohonan informasi untuk setiap register permohonan

atau setiap mengajukan permohona informasi. Seperti Gambar 13.
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Jumlah Permintaan Data l\;VaktUI Bentuk Informasi
umla . enye
No Bulan Bl Alasan Ditolak . A
<ITIEL Diterima Ditolak sz Cetak Rekam Online
Data
1 Januari 121 204 174 30 Tidak melengkapi | 3 hari, - - v
persyaratan permohonan 10
data dukung berupa | menit
salinan identitas, surat
pengantar dari kampus
dan daftar pertanyaan
yang ingin diajukan
2 Februari 72 88 80 8 Tidak melengkapi - v
persyaratan permohonan 1 hari
data dukung berupa 9i ’
) : - jam
salinan identitas, surat 10
pengantar dari kampus menit
dan daftar pertanyaan
yang ingin diajukan
3 Maret 97 123 97 26 Tidak melengkapi | 2 hari, - - v
persyaratan permohonan | 6 jam,
data dukung berupa 10
salinan identitas, surat | menit
pengantar dari kampus
dan daftar pertanyaan
yang ingin diajukan
4 Tidak melengkapi | 1 Hari - - v
persyaratan permohonan | 7 Jam
data dukung berupa 10
April 72 167 157 10 salinan identitas, surat menit
pengantar dari kampus
dan daftar pertanyaan
yang ingin diajukan
5 Mei 73 103 84 19 Tidak melengkapi | 2 hari, - - v
persyaratan permohonan | 10 jam,
data dukung berupa 10
salinan identitas, surat | menit
pengantar dari kampus
dan daftar pertanyaan
yang ingin diajukan
6 Juni 92 150 104 46 Tidak melengkapi | 2 Hari - - v
persyaratan permohonan | 6 Jam
data dukung berupa 10
salinan identitas, surat | menit
pengantar dari kampus
dan daftar pertanyaan
yang ingin diajukan
7 Juli 151 199 182 17 Tidak melengkapi | 4 hari - - v
persyaratan permohonan 5 jam
data dukung berupa 10
salinan identitas, surat | menit
pengantar dari kampus
dan daftar pertanyaan
yang ingin diajukan
8 agustus 142 180 163 17 Tidak melengkapi - - v
persyaratan permohonan 2 hari
data dukung berupa 4i
) - - jam
salinan identitas, surat 10
pengantar dari kampus menit
dan daftar pertanyaan
yang ingin diajukan
9 September 107 118 109 9 Tidak melengkapi 2 hari - - v
persyaratan permohonan 1i
jam
data dukung berupa 10
salinan identitas, surat .
) menit
pengantar dari kampus
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dan daftar pertanyaan
yang ingin diajukan

10

Oktober

243

321

215

106

KKP website ppid masih
dalam tahap
pengembangan,ada
beberapa  menu yang
masih dalam perbaikan,
yang belum  selesai
belum bisa digunakan
secara penuh oleh
pengguna.dengan jadi
banyak saekali Tidak
melengkapi persyaratan
permohonan data dukung
berupa salinan identitas,
surat  pengantar dari
kampus dan daftar
pertanyaan yang ingin
diajukan

6 hari
8 jam
10
menit

1"

November

203

251

165

86

KKP website ppid masih
dalam tahap
pengembangan,ada
beberapa  menu yang
masih dalam perbaikan,
yang belum  selesai
belum bisa digunakan
secara penuh oleh
pengguna.dengan jadi
banyak saekali Tidak
melengkapi persyaratan
permohonan data dukung
berupa salinan identitas,
surat pengantar  dari
kampus dan daftar
pertanyaan yang ingin
diajukan

10 Hari
20 jam

menit

12

Desember

228

336

328

KKP website ppid masih
dalam tahap
pengembangan,ada
beberapa  menu yang
masih dalam perbaikan,
yang belum  selesai
belum bisa digunakan
secara penuh oleh
pengguna.dengan jadi
banyak saekali Tidak
melengkapi persyaratan
permohonan data dukung
berupa salinan identitas,
surat pengantar dari
kampus dan daftar
pertanyaan yang ingin
diajukan

7 Hari
13 jam
20
menit

Total

1601

2240

1858

382
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Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024
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Gambar 13. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID

[ Jumlah Pemohon 1601

@ Jumlah Data 2240

[H Pemohonan Diterima 158
@ Ditolak 382

Gambar 14. Statistik Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024



Axis Title

24

Dalam rekapan pelayanan informasi publik terdapat 382 penolakan permohonan
(seperti gambar 14). Alasan penolakan adalah karena tidak disertai dokumen
pendukung atau syarat pengajuan permohonan tidak lengkap, Informasi pemohon
tidak dikuasai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tidak termasuk
komoditas penelitian yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, informasi yang
diminta merupakan bukan informasi yang bersifat terbuka termasuk Daftar yang

dikecualikan, serta permohonan informasi yang disampaikan pemohon tidak jelas.

PPID Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2024 melayani
permohonan informasi melalui email, telepon, media sosial (Instagram,
Facebook, Twitter) , maupun WhatsApp bisnis. Pelayanan informasi melalui nomor
handphone layanan informasi publik sepanjang tahun 2024 adalah 2795
permohonan , dengan rincian 149 telepon, 1116 whatsApp bisnis, 414 instagram
KKP, 215 instagram PPID, 70 Facebook, Webchat 113 dan 718 email yang telah
diselesaikan semua permohonannya. Seperti Gambar 15

Rekapitulasi Permohonan Informasi (medsos) Tahun 2024
3000 2797

2500
2000
1500
1000

500

Axis Title

Gambar 15. Rekapitulasi Permohonan Informasi (medsos)
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15.IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK

Keterbukaan informasi publik adalah sebuah kondisi dimana hak masyarakat
atas informasi terpenuhi. Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab
pemerintah, karena Indonesia  merupakan negara  hukum.  Tujuan
utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan
lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai
permintaan publik. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam
mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Artinya, pemerintahan
yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk
bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari

hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP), merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi dan
pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (right to
know). Pemberlakuan secara efektif UU KIP meniadakan alasan untuk
mempertahankan ketertutupan pemerintah. Bahkan implementasi UU KIP
merupakan sebuah titik masuk (entry point) menuju peningkatan kualitas tata kelola

badan-badan publik.

Sepanjang tahun 2024, KKP menyiapkan sejumlah program dan kegiatan untuk
mewujudkan KKP Accelerate, dengan semangat ini Menteri Trenggono memastikan
seluruh program terobosannya dapat diakselerasi penerapannya untuk mewujudkan
ekonomi biru. Masa depan Kelautan Indonesia akan sangat tergantung dari kinerja
sektor Kelautan dan Perikanan, Untuk itu, KKP telah mencanangkan 5 Program
Utama sektor kelautan dan Perikanan untuk Ekonomi Biru yaitu (1) Memperluas
wilayah konservasi dengan target 30% luas laut NKRI; (2) Penangkapan ikan secara
terukur (PIT) berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) Pengembangan budidaya
laut, pesisir dan air tawar (darat) yang ramah lingkungan; (4) laut Pengelolaan
Berkelanjutan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil; (5) Penanganan dan pengelolaan
sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut. Namun demikian, Kementerian

Pertanian sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban kepada publik, untuk

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024



26

menyampaikan pertanggungjawaban dari program dan kebijakan yang dijalankan
tersebut. Karena itu, peran PPID sebagai garda terdepan dalam menyampaikan
informasi publik sangat penting.

Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023
tentang Penyelenggaran Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Dalam tugasnya PPID bertugas dan bertanggung jawab
dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan
pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari
perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah
maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di
KKP untuk terus meningkatkan kinerja PPID. Untuk tahun 2024 Kementerian
Kelautan dan Perikanan masih terus fokus pada peningkatan penguatan sektor
sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan
kapabilitas PPID KKP mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga dapat
mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik KKP sesuai
standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tantang Standar Layanan Informasi Publik (Perki
Nomor 1 Tahun 2021).

KKP melakukan penguatan SDM dalam pengelolaan dan pelayanan
informasi publik tetap dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya yaitu
bimbingan teknis secara online melalui zoom meeting. Materi yang disampaikan
pada kegiatan tersebut yaitu tentang tata cara pemanfaatan sistem aplikasi PPID
dalam mengelola permohonan layanan informasi publik (http./ppid.kkp.go.id/),
menu permohonan informasi, menu delegasi ke PPID pelaksana dan UPT,
penyusunan daftar informasi publik, implementasi keterbukaan inforrmasi publik,
monitoring evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta
penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan unit kerja masing-
masing.

Selanjutnya dilakukan webinar keterbukaan informasi publik dengan narasumber

Tenaga Ahli dan Komisioner KIP, sosialisasi internal UK/UPT tentang Keterbukaan
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Informasi Publik terutama terkait pengelolaan dokumen informasi monitorn dan

implementasi tidak lanjut hasil hasil pemeringkatan kebeterbukaan informasi publik,

penyusunan pembaruan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan
dan untuk pertama kalinya telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2024.

16. Kegiatan Informasi Publik Publik Pada Tahun 2024

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian
Kelautan dan Perikanan bertujuan memberikan kesempatan untuk keterlibatan
UPT dalam proses pembangunan. Untuk itu, guna memberikan informasi yang
tersedia dan mudah diperoleh tentang apa yang sudah dikerjakan, yang sedang
dikerjakan maupun yang akan dikerjakan oleh KKP, sehingga dapat memenuhi
hak publik untuk tahu. Selain memenuhi kewajiban Undang-Undang dalam
pelayanan kepada publik, namun kebijakan dalam pelayanan informasi publik
bertujuan untuk terpenuhinya good governance dalam transparanis, akuntabilitas,
serta partisipasimasyarakat dalam pembangunan. Untuk itu, diperlukan koordinasi
dan peningkatan kapapsitas bagi petugas PPID untuk menyamakan persepsi
dalam pelayanan informasi publik. Sehingga pembinaan dan koordinasi antara
PPID Utama dengan seluruh PPID di lingkup KKP terus dilakukan baikitu secara
daring maupun luring.

Tahun 2024 dimana semua kegiatan aktivitas pelayanan dan pengelolaan
informasi lebih banyak dilakukan secara offline. Begitupun pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Informasi Publik. Format kegiatan dilakukan melalui hadir langsung
yang diikuti oleh pejabat dan petugas PPID Pelaksana Eselon 1/ PPID Pelaksana
UPT lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan bimtek di tahun-tahun sebelumnya, masih sedikit dan belum
maksimal dalam peningkatan kapasitas sumber daya pelayanan informasi publik
karena terdapat beberapa petugas yang mengikuti kegiatan tersebut bukan yang
mengelola informasi publik di Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, banyaknya upt
yang belum paham terkait PPID, belum adanya keseriusan dalam menindaklanjuti
hasil Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik serta perlunya perhatian
Pimpinan UPT terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik khususnya

penyediaan informasi publik secara digital. Oleh karena itu, pelaksanaan Bimbingan
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Teknis Pengelolaan Informasi Publik untuk Tahun 2024 akan diutamakan dilakukan
secara lebih intensif dan efektif dengan mengundang PPID Unit Kerja/ Unit
Pelaksana Teknis. Kegiatan kegiatan yang dilakukan Tim PPID antara lain:

A. Audiensi dan Visitasi Pembinaan Kelembagaan PPID, Bnyuwangi Jawa

Timur

Audiensi dan Visitasi Pembinaan Kelembagaan PPID dilaksanakan di
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi (BP3 Banyuwangi)
pada tanggal 1 - 2 Februari 2024. Peserta yang diundang dan hadir dalam
kegiatan tersebut adalah PPID Pelaksana dari Unit Organisasi Eselon | dan
Unit Pelaksana Teknis dari wilayah yang berdekatan dengan BP3
Banyuwangi antara lain: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan;
Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Pelabuhan Perikanan Nusantara
Brondong; Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo; Balai Besar Riset
Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol Buleleng Singaraja; Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi; Politeknik Kelautan dan
Perikanan Jembrana; Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo; serta PPID
Pusat Riset Kelautan; Pusat Riset Perikanan; Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Visitasi dan Audiensi Pembinaan
Kelembagaan PPID di BP3 Banyuwangi adalah untuk dapat melihat fasilitas
dan layanan informasi yang ada di BP3 Banyuwangi yang sudah lebih baik
dibanding UPT lainnya dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan layanan informasi PPID internal lingkup KKP tahun 2023, BP3
Banyuwangi meraih nilai yang tinggi dengan predikat Informatif dan
memudahkan PPID Pelaksana pada UPT yang berdekatan dengan
Banyuwangi untuk hadir sekaligus melihat fasilitas yang dimiliki oleh BP3
Banyuwangi dengan harapan untuk dapat ditiru dan diterapkan di unit
kerjanya masing-masing setelah pelaksanaan kegiatan visitasi dan audiensi
tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Presentasi oleh PPID
Kementerian terkait kelembagaan PPID dan sosialisasi peraturan layanan
informasi PPID di lingkungan KKP yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan yang baru disahkan pada akhir tahun 2023 yaitu Permen nomor 42
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tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementeritan Kelautan dan Perikanan. Selain itu Kepala BP3
Banyuwangi, Muchlisin juga memperkenalkan BP3 Banyuwangi kepada para
peserta terutama mengenai daftar layanan dan fasilitas yang ada di BP3
Banyuwangi seperti layanan kediklatan, penyuluhan dan magang.

Pada kegiatan hari pertama, peserta dari Unit Pelaksana Teknis yang
hadir berkesempatan juga untuk menyampaikan kondisi pelaksanaan dan
fasilitas layanan informasi PPID di unit kerjanya masing-masing. Dari
informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana layanan
informasi PPID di UPT: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan,
Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Pelabuhan Perikanan Nusantara
Brondong, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Balai Besar Riset
Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol Buleleng Singaraja, Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Politeknik Kelautan dan
Perikanan Jembrana, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo masih jauh
dari memadai baik pada sarana dan prasarana, petugas layanan informasi
yang belum memahami tugas-tugas terkait PPID, serta belum adanya
dukungan anggaran dalam pelaksanaan layanan PPID.

Seluruh peserta juga berkesempatan untuk melakukan peninjauan
langsung (visitasi) ke fasilitas yang ada di BP3 Banyuwangi, antara lain:
Ruang PTSP yang memiliki satu gedung sendiri terdiri dari dua lantai.
Layanan Informasi (Ruang PPID) terdapat di lantai | yang dilengkapi dengan
fasilitas ruang tunggu tamu, meja register dan komputer untuk pencarian
informasi serta ruang untuk konsultasi dan permohonan informasi yang
dilayani oleh petugas yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Balai.

Setelah peninjauan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di BP3
Banyuwangi, dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan Analisis SWOT
(strengths /kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang),
dan threats (ancaman) yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam
menyusun Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi lingkup
Kementerian dan Kelautan dan Perikanan yang sedang dilaksanakan oleh
BHKLN. Pembahasan dilakukan per kelompok dan hasil tiap kelompok
selanjutnya dibahas bersama, guna mendapatkan perencanan yang baik

dalam penyelenggaraan Layanan Informasi tahun 2024 - 2025.
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Pada hari kedua kegiatan diawali dengan pembahasan lanjutan
Analisis SWOT penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi
lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya dilaksanakan
kegiatan peninjauan ke lokasi Smart Fisheries Village (SFVBangsring) yang
lokasinya berdekatan dengan BP3 Banyuwangi atau tepatnya terletak di
kawasan Grand Watudodol, Bangsring, Banyuwangi, sekitar 25 km dari kota
Banyuwangi. SFVBangsring dikembangkan oleh Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
(BPPSDMKP) dengan menggabungkan konsep edukasi perikanan
(eduminawisata) melalui penyediaan Coral Centre, Website SFV dan
Rumah Apung yang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan wisata

perikanan dengan konsep one stop services.

Kecamatan Wongsorejo, Jawa Timur, Indonesia
WCHC+96W, JI. Raya Banyuwangi Situbondo, Parasputih, Bangsring, Kec.

Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68453, Indonesia
Lat -8.071796°

Long 114.421234°

01/02/24 08:59 AM GMT +07:00

Gambar 16. Audiensi dan Visitasi Pembinaan Kelembagaan PPID
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Kecamatan Wongsorejo, Jawa Timur, Indonesia
& WCHC+96W, JI. Raya Banyuwangi Situbondo, Parasputih, Bangsring, Kec.
& Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68453, Indonesia
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Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Forum Konsultasi Publik,
Sukamandi Subang Jawa barat

Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu kunci dalam
menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini
khususnya penting dalam konteks layanan informasi publik di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana transparansi dan keterbukaan
informasi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi
organisasi. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang
berfokus pada pelayanan publik berkualitas menjadi sebuah kebutuhan yang

mendesak.

Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai unit organisasi yang
berwenang dalam penyelenggaraan layanan informasi publik serta sebagai
pembina PPID di lingkungan KKP berkomitmen untuk selalu menjaga nilai-nilai
integritas, memberikan pelayanan prima, dan bersinergi dengan para
pemangku kepentingan.
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Kegiatan pelatihan budaya prima dilakukan dalam rangka
meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pelayanan informasi publik
di lingkungan KKP. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
yang mendalam tentang pentingnya pelayanan prima, serta memberikan
keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar setiap interaksi dengan
masyarakat dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, pelaksanaan kegiatan
Pelatihan Budaya Prima juga menjadi salah satu kegiatan yang
dipersyaratkan dalam rangka mewujudkan zona integritas pembangunan
Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pelaksanaa Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal selama 3 hari,
pada tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2024, bertempat di ruang
pertemuan (auditorium) dan ruang kelas Balai Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur (BDA) JI. Raya 2 Sukamandi, Ciasem, Subang, Jawa Barat.
Narasumber dan fasilitator kegiatan pelatihan budaya pelayanan prima bagi
petugas layanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ibu Sumini (Auditor Utama)

2. Ibu Desri Yanti (Ketua Tim Kerja Layanan Informasi Publik) mewakili
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
Bapak Afnan Fuadi (Widyaiswara BDA Sukamandi)
Bapak Asep Djaenudin (Widyaiswara BDA Sukamandi)
Ibu Yenni Afriani Maria Sitohang (Kemenpan RB)
Bapak Yodra Suyama (Praktisi dari Bank BNI Jakarta)
Bapak Jajang Sumarna (Widyaiswara BDA Sukamandi)
Bapak Yudistira Adi Nugroho (Widyaiswara BDA Sukamandi)

Bapak Syawaludin (Komisioner Komisi Informasi Pusat)

© ©® N o g bk~ w

Berdasarkan hasil pelaksanaan pelatihan budaya pelayanan prima
bagi petugas layanan informasi publik tahun 2024, dapat disimpulkan
sebagai berikut:

Kegiatan ini diikuti oleh 58 peserta yang merupakan petugas
pelayanan informasi publik di PPID Kementerian dan PPID Pelaksana Eselon
| dan UPT lingkup KKP. PPID Pelaksana Eselon | terdiri dari Sekretariat
Jenderal, Ditjien Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Ditjen Perikanan

Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditien Pengawasan Sumber Daya
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Kelautan dan Perikanan, Ditien Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. PPID Pelaksana dari UPT
Pelabuhan Perikanan dibawah naungan Ditjen Perikanan Tangkap. Selain itu,
kegiatan ini juga diikuti oleh petugas layanan dari lingkup Sekretariat Jenderal
yakni Pusat Data Statistik, dan Informasi, Biro Umum dan PBJ, PPID
Pelaksana eselon 2 di lingkup BPPSDMKP, serta dari Lembaga Pengelola
Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Dari sebanyak 58 peserta, yang mengikuti pre-test dan post-test
sebanyak 54 peserta, dengan 3 (tiga) peserta yang dianggap belum
memahami materi pelatihan (nilai di bawah 80). Sehingga presentase petugas
yang belum paham sebesar 5,55%. Presentase petugas yang dianggap
paham sebesar 94.45%. Rata-rata nilai pemahaman peserta sebesar 90;
Setelah dilaksanakan kegiatan ini, harapannya dapat meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia petugas pelayanan
informasi publik di lingkungan KKP dalam melaksanakan pekerjaan sehari —

hari khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik

secara internal maupun eksternal.
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C. Forum Konsultasi Publik Pengujian Uji Konsekuensi Daftar Informasi

Dikecualikan , Jakarta
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Forum Konsultasi Publik Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi
Dikecualikan (DIK) yang dilaksanakan di Ruang Arwana GMB 2 Lt. 14 pukul
09.00 s.d selesai tanggal 21 Maret 2024. Kegiatan ini juga dilakukan dalam
rangka pemenuhan dokumen sidang Sengketa Informasi yang ditujukan kepada
Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemutakhiran Daftar Informasi
Dikecualikan (DIK) di lingkungan Kementerian lzin Kelautan dan Perikanan
tahun 2024, dengan 2 tujuan yaitu:

1. KKP sedang menghadapi sidang sengketa informasi yang ditujukan PKN
Pemantau Keuangan Negara dimana termohon KKP terhadap 38 paket PBJ,
disamping itu fungsi hasil rapat hari ini sebagai bahan pembuktian dari KKP
menghadapi sidang tersebut secara standar penyelenggaraan informasi
publik secara berkala sebagai badan publik perlu dilakukan pemutakhiran
daftar Informasi yang dikecualikan hasil dari rapat ini akan di publish.

2. Untuk mendapatkan saran mengenai DIK dari berbagai narasumber
(Kementerian/lembaga; Akademisi/Praktisi, LSM Informasi Keterbukaan
Publik, Media, dan Publik) dan mendapatkan informasi mengenai
permasalahan yang sama yang mungkin pernah dialami oleh para
narasumber dan undangan.

Adapun hasil Forum Konsultasi Publik Pengujian Konsekuensi Daftar
Informasi Dikecualikan (DIK) yaitu
a. PID harus memperdalam data-data yang masuk dan memilih mana saja

yang akan masuk ke DIK atau DIP. Hal ini dilakukan agar PPID bsa
membatasi akses informasi kepada pemohon informasi sehingga data-data
yang sudah masuk ke dalam DIK tidak keluar.

b. Pengalaman dari dari K/L, terkait dengan KAK hanya bisa diakses oleh orang
yang punya akun tapi tidak bisa diakses oleh sembarangan orang.

c. terkait dengan HAKI contohnya (merk, label), untuk paten konsepnya adalah
terkait dengan inovasi, sesuatu yang sudah mendapatkan hak paten, maka
menurut aturan harus dibuka dan itu berlaku untuk seluruh dunia, beda
halnya apabila informasi itu masih dalam record yakni masih dalam proses
maksudnya masih dalam proses sifatnya rahasia,

d. PPID Kemenkeu: terkait dengan perjalanan dinas, bisa mengacu kepada
undang-undang saja, untuk dasar pengecualian ada detail tidak hanya

undang-undang tapi juga harus ada pada pasal dan ayat, sebaiknya lebih
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diperdetail informasi mana yang dikecualikan dan mana yang boleh di

publish.

e. PPID tidak bisa mengecek apakah pemohon informasi meminta sesuai

f.

dengan tujuan sebenarnya, namun kalau memang ada data yang masuk
kedalam DIK maka DIK tersebut harus dibuat sedetil mungkin termasuk pada
bagian dasar-dasar hukumnya.

contoh kasus: Kemendagri pernah mengalami sengketa yang dimulai dengan
mediasi, dimana mediatornya akan menggali informasi dan tujuan yang
banyak, pada saat itu terdapat kekhawatiran penyalahgunaan data dokumen
sedangkan masyarakat butuh mendapatkan informasi, apalagi apabila yang
meminta ternyata badan publik lain. Menghadapi hal tersebut, bisa dilakukan
dengan cara memperdalam peraturan yang ada pada DIK, sehingga tujuan

yang diajukan oleh para pemohon informasi bisa segera dipatahkan dan DIK

bisa dipertahankan.
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Kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik
KKP, Tegal Jawa Tengah

Kegiatan FGD Strategi dan arah kebijakan layanan informasi publik
dilaksanakan dengan diskusi antara pemrasaran dan peserta yang difasilitasi
oleh seorang moderator. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Humas
dan Kerja Sama Luar Negeri, Bapak Ari Prabowo dan bertindak moderator
adalah Ibu Desri Yanti, Ketua Pokja Layanan Informasi Publik. Selain secara
luring, Kegiatan FGD Strategi dan arah kebijakan layanan informasi publik juga

dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting.

Selain melaksanakan kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan
Informasi Publik dilakukan juga visitasi kelembagaan PPID dengan mengunjungi
dan inspeksi langsung ke tempat pelayanan PPID di UPT yang menjadi sasaran
kunjungan serta memberikan feedback langsung kepada pengelola PPID di UPT
tersebut. Kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik
KKP dilaksanakan pada tanggal 16 sd 17 Mei 2023 (agenda kegiatan terlampir)
berlokasi di BPPP Tegal. Kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan
Informasi Publik KKP ini menghadirkan 2 pemrasaran yang berasal dari
Akademisi di Universitas Indonesia dan Widyaiswara dari Balai Pelatihan
Sukamandi. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang berasal dari PPID
pelaksana unit organisasi eselon | dan Il serta UPT lingkup KKP di wilayah
Indonesia bagian tengah, dengan total peserta zoom meeting sebanyak 12

orang.

Kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP
dilakukan dengan cara pemaparan latar belakang kegiatan FGD Strategi dan Arah
Kebijakan Layanan Informasi Publik dan dilanjutkan dengan diskusi. Adapun materi
yang disampaikan dalam FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik
KKP ini, yaitu:

1. Pembahasan mengenai Table Of Content
2. Pentingnya Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi
3. Dampak permasalahan dan leason learn penerapan keterbukaan publik
4. Pembahasan tentang metode fishbone, Canvas model, dan key activities
Dalam pembahasan ini, Pemrasaran memberikan masukan dalam Strategi dan Arah

Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP diantaranya adalah:
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. adanya penambahan juklak dan juknis pada dokumen Strategi dan Arah Kebijakan

Layanan Informasi Publik KKP

. Pengembangan Platform Informasi Interaktif yang mudah digunakan dan ramah

lingkungan

Repackaging Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4

© ® N O

Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran Publik mengenai layanan infromasi Melalui
Kanal Media (Medsos, Leaflet, Website, Media cetak & online,dIl)

Kemitraan dengan Stakeholder, Kementerian dan lembaga Terkait

Verifikasi dan Validasi Informasi

Monitoring dan evaluasi (Monev)

Strategi untuk pemohon info dari WNA tetapi menggajukan permohonan informasi

atas nama WNI

10. Strategi melindungi Informasi Publik dengan menutup sebagian informasi

11. Resiko Pelaksanaan Keterbukaan Informasi (Sengketa Informasi)

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP

ini menghasilkan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut pada Matriks

Rencana Aksi Strategi dan Arah Kebijakan LI diantaranya adalah:

1.

membuat strategi untuk pemohon info dari WNA tetapi mengajukan
permohonan informasi atas nama WNI

Strategi melindungi Informasi Publik dengan menutup sebagian informasi

3. Resiko Pelaksanaan Keterbukaan Informasi (Sengketa Informasi)

Pembuatan Juklak Juknis Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Repackaging Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan
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6 May.2024 e
Jalaniyar

Kegiatan Pemutakhiran dan Penelaahan Daftar Informasi Publik

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Bandung

Kegiatan percepatan pemutakhiran dan penelaahan Daftar Informasi Publik
Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan
pada tanggal 11 s/d 12 Juni 2024 (agenda kegiatan terlampir) berlokasi di
BPPMHKP Bandung. Dihadiri oleh oleh 25 orang peserta yang berasal dari
Pusdatin, Inspektorat Jenderal, DJ PSDKP, DJPT, BPPMHKP, DJ PDSKP, DJ
PKRL, selanjutnya acara dibuka oleh Ketua Tim Layanan Informasi Publik
BHKLN, Ibu Desri Yanti.

Kegiatan percepatan pemutakhiran dan penelaahan Daftar Informasi
Publik Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2024 dilakukan dengan cara diskusi. Adapun Kegiatan percepatan pemutakhiran
dan penelaahan Daftar Informasi Publik Unit Kerja di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan ini, yaitu:
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1. Pendampingan Pemutakhiran dan Penelaahan Daftar Informasi Publik

kepada petugas PPID dari unit eselon 1 yang hadir ke SKIPM Cimabhi, yaitu:

a.

Klik link yang ada di Daftar Informasi Publik 2023

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12NUgNY

b.

-~ o o

@

= Q@

-~ 0o o 0 T p

Setelah di klik maka terbuka dengan tulisan 404;

Selanjutnya ganti https://kkp.go.id/ dengan https://arsipweb.kkp.go.id/

Akan muncul tampilan website lama;
Selanjutnya klik dokumen yang akan di backup;
Download dokumen dan upload ke g-Drive;
Tutorial Backup DIP bisa dilihat di link”
https://docs.google.com/document/d/1EWcgM

Data Daftar Informasi Publik Tahun 2023 sebanyak 836 yang terdiri dari:

Pusdatin 206 DIP

DJPT 2 DIP

DJPB 277 DIP

PDSKP 99 DIP

PSDKP 26 DIP

ITIEN 21 DIP

BPPSDMKP 121 DIP

BPPMHKP 94 DIP

sebagaimana link berikut ini:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12NUgNYV7WP7BPJt3Up8fur
FutuHuyQe7/edit?gid=418361852#9id=418361852

3. Petugas PPID yang membantu dalam pendampingan sebagai berikut:

-~ 0o o 0 T ®

g.
Setelah kami lakukan penelaahan Daftar informasi Publik didapatkan

Emmi Simmarmata mendampingi BPPMHKP

Sri Puspita mendampingi Tim PDSKP

Ery Miranda mendampingi PSDKP dan BPPSDMKP
Rae Anggrainy mendampingi DJPB

Mila Akmalia mendampingi DJPT

Awaluddin mendampingi ITJEN dan Pusdatin
Jubaidah mendampingi PKRL

informasi sebagai berikut:
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Pada Unit kerja Pusdatin terdapat 206 data informasi publik, setelah
kami koordinasikan sementara, dokumen akan ditambahkan sebanyak
18 data informasi publik yang akan tercantum di statistik.kkp.go.id
Pada unit kerja DJPT, data DIP sudah selesai diarsipkan.

Pada Unit Kerja PDSPKP dari total sebanyak 99 data informasi publik,
terdapat pengurangan DIP sebanyak 45 DIP sehingga menjadi 54 DIP.
Pada unit kerja PSDKP untuk tahun 2023 sudah diarsipkan dan DIP
tahun 2024 sudah dibuatkan konten/upload di website KKP yang baru
Pada Unit Kerja DJPB sebanyak 277 DIP sudah selesai diarsipkan
Pada Unit Kerja ITJEN sebanyak 21 DIP sudah selesai diarsipkan

Terdapat Unit Kerja yang masih proses dalam penyelesaian pemutakhiran

Daftar Informasi Publik yaitu:

a.

BPPMHKP yang dikarenakan tidak hadir langsung pada kegiatan di
SKIPM Bandung, namun sudah dilakukan zoom dan masih menunggu
hasil

BPPSDMKP dengan DIP 2023 yang sudah selesai diarsipkan namun
untuk DIP Tahun 2024 masih proses karena adanya perubahan
nomenklatur

Unit Kerja DJPKRL belum dilakukan pemutakhiran data karena
ketidakhadiran

Sekjen KKP akan dilakukan pemutakhiran data pada rapat tanggal 19
Juni 2024 di Ruang Rapat Perpustakaan

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut pada pelaksanaan percepatan
pemutakhiran dan penelaahan Daftar Informasi Publik Unit Kerja di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan ini adalah dengan menginfokan bagi tiap
Unit Kerja yang belum melakukan updating DIP pada Unit Kerjanya masing-
masing agar segera melaporkannya pada PPID Kementerian Kelautan dan
Perikanan untuk dipublikasikan pada portal website E-PPID KKP.
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DAFTAR INFORMAST BUBLIK
e ‘IE&P@F)N&SE DIRECUALIRAN (DIR) DY
EMENTERIAN KELAUTAN DAN DERIRANAN
TAHUN 2024

(DIP) DAN DAFTAR

BPPMHKP Cimahi Bandung,
1 Juni 2024

n GPS Map Camera

Kecamatan Cimahi Utara, Jawa Barat, Indonesia

JI. Ciawitali No.45, Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40525,
Indonesia

Lat -6.869972°

Long 107.5650722°

11/06/24 11:54 AM GMT +07:00

n GPS Map Camera

Kecamatan Cimahi Utara, Jawa Barat, Indonesia

JI. Ciawitali No.45, Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40525,
Indonesia

Lat -6.86998°

Long 107.5650732°

12/06/24 10:51 AM GMT +07:00
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Kecamatan Cimahi Utara, Jawa Barat, Indonesia

JI. Ciawitali No.45, Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40525,
Indonesia

Lat -6.869987°

Long 107.550653°

11/06/24 11:54 AM GMT +07:00

Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2024

Forum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkup Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2024 merupakan salah satu upaya KKP
dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Forum ini bertujuan untuk
memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Forum Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan sebagai sarana
koordinasi bagi PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Para PPID
Pelaksana diharapkan dapat saling bertukar pikiran mengenai best practices,
mendorong inovasi dalam pengelolaan layanan informasi. Sasaran dari Forum
Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2024 adalah untuk meningkatkan citra dan reputasi Kementerian

Kelautan dan Perikanan serta menunjukkan komitmen organisasi untuk
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memberikan pelayanan yang transparan kepada publik, sehingga publik bisa

mendapatkan manfaat pelayanan yang diberikan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan live youtube selama 2 hari pada

tanggal 25 sd 26 Juli 2024 bertempat di Ballroom Gedung Mina Bahari Il dan
Ruang Rapat Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan
dan Perikanan. Diikuti oleh Unit Kerja Pusat dan 158 UPT KKP dengan peserta

kurang lebih 400 orang. Acara diawali dengan kegiatan Dengan kegiatan utama:

a.

Penandatanganan komitmen pimpinan PPID terhadap Keterbukaan
Informasi Publik

Penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kick Off Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di
Lingkungan KKP tahun 2024,

Kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan pembicara, narasumber, dan

moderator yang membahas tentang:

a.

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Indonesia

b. Potret Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Tantangan dan Strategi Badan Publik dalam Menjalankan Amanat Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital

Penguatan PPID Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Era
Digital

Penanganan Perkara Sengketa Informasi Publik di KKP, dan diakhiri dengan

diskusi.

yang kemudian dilanjutkan dengan Konsultasi dan Bimbingan Pemenuhan Data

Dukung Monev Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP.

-~ 0o o 0 T ®

Narasumber yang mengisi Forum Keterbukaan Informasi Publik antara lain:
Ketua Komisi Informasi Pusat (Donny Yoesgiantoro)

Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang (Syawaludin)

Strategic Communication Specialist (Fardila Astari,IAPR)

Anggota Dewan Pers (Ismono Wikan , Founder PR Indonesia)

Ketua Komisi Informasi Pusat (K| Pusat) periode 2011-2013. (Abdul Rahman

Ma’mun)
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g. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
menyampaikan mengenai “Penanganan Perkara Sengketa Informasi Publik
di KKP”

h. Ketua Layanan Informasi Publik yang menyampaikan materi mengenai
‘Rencana Monitoring dan Evaluasi PPID Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun 2024 dalam Konsultasi dan Bimbingan Pemenuhan Data

Dukung Monev Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP”
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ORUM KETERBUKAAN INFORMASI F
JNGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN_DAN PERIKANAN TA

"AKSELERASI TRANSFORMASI PENGELOLAAN INFORM
MENDUKUNG KEBUAKAN PRIORITAS EKONOMI BIRU

JAKARTA, 25 JULI 2024 -

PPID Pelaksana Eselon 1 dan Upt menerima Sertifikat Penganugerahan Kategori 10 Terbaik

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REFUBLIK INDONESIA

:ﬁf/fc’,ﬁy;ama %y/&msaam
Y, 7

NMOMOR; B.624/MEN-KP/IV/2024

Penghargaan diberikan kepada:

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

sebagai unit kerja berpredikat

m \ INFOR

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Jakarta, & April 2024

“Minteri Kelautan dan Perikanan RI

A .._.L:ﬁgﬁ:{ﬁ'WahyuTrenggunu
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G. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mendukung
penyelesaian sengketa secara adil dan transparan dalam rangka menciptakan tata
kelola yang baik di sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, KKP turut serta
dalam proses penyelesaian sengketa yang melibatkan LSM PKN (Pemantau
Keuangan Negara), yang merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat
memantau keuangan negara. Proses ini dilakukan melalui dialog terbuka, mediasi,
dan pendekatan yang mengutamakan penyelesaian secara damai tanpa

mengorbankan kepentingan masyarakat atau kelestarian lingkungan.
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No.

Tanggal

Keterangan

11/01/2023

Pemantau Keuangan Negara mengirimkan permohonan informasi melalui
surat dengan nomor surat 01/PI/KKP/PKN/I/2023 pada tanggal 05 Januari
2023 perihal Permohonan Informasi Publik Ke Kepala Biro Humas dan Kerja
Sama Luar Negeri dan diserahkan ke PPID pada tanggal 11 Januari 2023

20/01/2023

PPID KKP menjawab permohonan informasi melalui surat dengan nomor B.
154/SJ.5/HM.410/1/2023 pada tanggal 18 Januari 2023 perihal Penyampaian
Informasi Publik melalui email dan pengiriman JNE 25 Januari 2023

31/01/2023

Pemantau Keuangan mengirimkan Surat Keberatan dengan nomor 01/SK-
PI/KKP/PKN/1/2023 diterima tanggal 25 Januari 2023 Perihal Surat Keberatan
oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan diserahkan ke
PPID pada tanggal 31 Januari 2023;

06/01/2023

PPID KKP menjawab permohonan sengketa melalui surat dengan nomor
B.73/MEN-SJ/HM.420/11/2023 pada tanggal 03 Februari 2023 melalui email
dan pengiriman JNE 06 Februari 2023

22/02/2024

PPID KKP menerima surat panggilan sidang sengketa informasi dari Komisi
Informasi Pusat pada tanggal 22 Februari 2024 dengan nomor surat
040/1I/KIP-RLS/2024.

26/02/2024

PPID KKP menghadiri Penyelesaian Sengketa Sidang Informasi Publik yang
terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan register nomor
010/1I/KIP-PSI/2023 antara Pemantauan Keuangan Negara sebagai
Pemohon Terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Termohon
dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Awal

27/02/2024

PPID KKP menerima surat panggilan sidang sengketa informasi dari Komisi
Informasi Pusat pada tanggal 22 Februari 2024 dengan nomor surat
052/1I/KIP-RLS/2024 Pemantauan Keuangan Negara sebagai Pemohon
Terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Termohon dengan
Agenda Sidang Pemeriksaan Tertutup

04/03/2024

PPID KKP mengirimkan surat Penundaan Sidang dalam Sengketa Nomor
B.423/SJ.4/HK.530/111/2024 pada tanggal 2 Maret 2024

Majelis Komisioner menyampaikan beberapa poin dalam pembacaan

keputusan sidang Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Patar Sihotang,

Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) selaku Pemohon, melawan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024




53

Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Termohon, sebagaimana Register
Nomor 010/II/KIP-PSI/2023 Majelis Komisioner ber kesimpulan:

a.

Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus

permohonan a quo;

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan dalam sengketa a quo.

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam

sengketa a quo.

Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

AMAR PUTUSAN
Memutuskan,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa sebagai mana
dalam sengketa a quo bersifat terbuka, kecuali terhadap informasi yang
dikecualikan.

Memerintahkan Termohon untuk menyediakan informasi pengadaan barang dan

jasa sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada publik.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 23 September 2024 oleh Majelis Komisioner

Handoko Agung Saputro selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandhiyudha dan

Gede Narayana masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 24 September 2024 oleh Maijelis

Komisioner yang nama- namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh M.

Reyhan Pradipta sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.
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H. Monitong dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik Level Nasional
Tahun 2024

Merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Di Indonesia, hal ini

menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pengelolaan

sumber daya negara. Untuk memastikan keterbukaan informasi di tingkat Badan

Publik berjalan dengan baik, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan

evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan terstruktur. Berikut adalah pendekatan

dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam monitoring dan evaluasi

keterbukaan informasi publik di level Badan Publik.

I. Maksud dan Tujuan Monev adalah

1.

Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan

informasi publik.

2.

3.

Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik.

Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada
Badan Publik.

Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik.
Memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi
publik pada Badan Publik.

Il. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik;

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024



56

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

lll. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

1.
2.

Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada 3 Juli 2024

Launching E-Monitoring Kuesioner yang dilaksanakan 4 September 2024

Pengisian kuesioner evaluasi atau Self Assessments Questionary (4
September - 5 Oktober 2024)

Verifikasi Penilaian Kuesioner (7 - 25 Oktober 2024) dilakukan
dengan cara memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan
konsistensi jawaban dalam e-monev.komiinformasi.go.id serta
verifikasi data dalam aplikasi.

Klarifikasi ( 26 Oktober - 2 November 2024 ) Klarifikasi hasil verifikasi
SAQ dilakukan oleh Badan Publik hanya terhadap Bukti Pelaksanaan
yang tidak ditemukan, link website dan hal-hal teknis lainnya
Verifikasi Klarifikasi (4 - 9 November 2024) dilakukan oleh verifikator
yang menghasilkan nilai hasil monitoring kuesioner dan jika
memenuhi nilai batas minimal (passing grade) 60 (enam Puluh) dari
hasil monitoring kuesioner maka di ikutsertakan untuk presentasi Uji
Publik.

Presentasi (12 - 14 November 2024) Presentasi Uji Publik diikuti oleh
Badan Publik yang telah memenuhi nilai batas (passing grade) 60
(enam Puluh). Tata cara presentasi dan penilaian tahapan presentasi.
Visitasi ( 18 - 30 November 2025) Visitasi dilakukan kepada
sekurang - kurangnya 10 (sepuluh) Badan Publik terbaik dari seluruh
kategori.

Pengumuman dan Penganugerahan, Komisi Informasi Publik
menyampaikan hasil Monev KIP 2024 melalui pengumuman hasil
Monev KIP 2024 dihadapan Presiden RI.

IV.Metode Penilaian

1.

Parameter penilaian evaluasi:

Indikator Mengumumkan Informasi Publik, total nilai 25
Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik, total niai 10

Indikator Pengembangan Website, total nilai 25
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« Indikator Kelembagaan, total nilai 25

« Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 25

Pembobotan Penilaian Evaluasi Monev KIP 2024:

o Penilaian kuesioner bobot nilai 80%, dengan formula: Nilai verifikasi
SAQ x 80% = Nilai Passing Grade

o Nilai batas minimal (passing grade) penilaian kuesioner adalah 60
(enam puluh)

« Penilaian presentasi uji publik bobot nilai 20% yang akan diberitahu
kemudian terhadap aspek penilaiannya.

o Penetapan Kategori
Berdasarkan akumulasi penilaian dari verifikasi dan presentasi uiji
publik dengan formula : (Nilai Verifikasi SAQ x 80%) + (Nilai

Presentasi x 20%) = Nilai Kualifikasi

Nilai kategori adalah skor yang diperoleh sebagai dasar penetapan
kualifikasi keterbukaan informasi publik, yaitu:

o Kualifikasi Informatif dengan nilai 90 s.d 100

o Kualifikasi Menuju Informatif dengan nilai 80 s.d 89,9

o Kualifikasi Cukup Informatif dengan nilai 60 s.d 79,9

o Kualifikasi Kurang Informatif dengan nilai 40 s.d 59,9

« Kualifikasi Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9

@Nonev

\

Tahfp 2 . T‘hfp?: Tehap 4: Tahap 5 : ,_m‘;an
Monitoring Penilaian Presental Visitasi Pengumuman /
Kuesioner Kuesioner Badan Publik Rencaiauitatian

15:::::?&2; 5 hap iz i

L e Okibas prae November 2024 November 2024
\ J \ /

Y

[ PENILAIAN MONITORING | [ PENILAIAN EVALUASI |

Tahap 1:
Sosialisasi

Tahap 6:
Awal Desember

2024

Tahap 1:
3 Jull 2024
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V. Verifikasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil verifikasi monev terhadap kinerja dan kepatuhan badan
publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih nilai 100 pada
aspek yang dinilai dengan bobot 80%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen KKP
dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat efisiensi, transparansi, serta
kualitas layanan yang sangat baik. Sebagai tindak lanjut dari hasil tersebut, KKP
akan memasuki tahap uji publik, yang merupakan bagian dari proses untuk
memperoleh masukan dan penilaian lebih lanjut dari masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan
program yang dilaksanakan oleh KKP benar-benar relevan, efektif, dan memberikan
Pencapaian ini mencerminkan komitmen KKP terhadap transparansi, efisiensi, dan
kualitas layanan publik, serta menunjukkan upaya maksimal dalam menciptakan

hasil yang optimal bagi masyarakat dan negara.

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia
Beranda E-Monev Kl Provinsi Login

Nama Badan Publik Nilai
Kementerian Komunikasi dan Informatika 100
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 100
Kementerian Pertahanan 100
[ Kementerian Kelautan dan Perikanan 100 ]
Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 100
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 100
Kementerian Keuangan 100
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 100
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 100
Kementerian Dalam Negeri 100
Kementerian Pertanian 100
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 100
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 100
Kementerian Agama 100
Kementerian Perdagangan 100
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 100
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VI.Presentasi Uji Publik

Komisi Informasi Pusat melaksanakan Uji Publik Level dalam rangka
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 12 - 14
November 2024, yang bertempat di Grand Mercure. Kementerian Kelautan dan
Perikanan mendapatkan jadwal uji publik pada tanggal 12 November 2024 Pukul
08.30 WIB dengan peserta diantaranya: 1) Rektor Univ Udayana Bapak | ketut
Sudarsana; 2) Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Abdul Kadir
Karding; 3) Sekjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak
Rinardi

Presentasi Tahun ini dengan tema Kebijakan dan Strategi Badan Publik
Memenuhi Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Publik. Sektor kelautan dan
perikanan mempunyai peran penting didalam pencapaian 8 misi asta cita yaitu
swasembada pangan dan peningkatan perekonomian nasional melalui ekonomi
biru. KKP diharapkan dapat berkontribusi pencapaian target 0% poverty dan 8 %
pertumbuhan ekonomi, KKP berupaya melakukan akselerasi implementasi 5 arah
kebijakan ekonomi biru untuk mendukung visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran
yang terdiri dari: 1) memperluas Kawasan Konservasi Laut; 2) penangkapan ikan
terukur berbasis kuota; 3) pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat
yang berkelanjutan; 4) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil; 5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi

nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi
yang dilakukan oleh badan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik dari
berbagai pihak terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas badan publik
dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, presentasi
Monev Keterbukaan Infarmasi Publik diwakili oleh Kepala BPPSDM KP, | Nyoman
Radiarta, yang mewakili PPID KKP, didampingi oleh Sekretaris BPPSDM KP, Rudi
Alex, Tim PPID Kementerian kelautan dan Perikanan dan PPID Pelaksana
BPPSDMKP

Tim penilai terdiri dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan perhatian

terhadap keterbukaan informasi publik, di antaranya:
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Pak Handoko Agung Saputra — Komisioner bidang Kelembagaan,Komisi
Informasi Pusat (KIP)

Jhon Fresly — Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2013

Astrid Debora — Pakar keterbukaan informasi dan peneliti dari ICEL (Indonesia

Center for Environmental Law)

Uji publik ini diadakan untuk memperoleh masukan dan evaluasi dari masyarakat
dan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan bahwa badan publik telah
menjalankan kewajibannya dalam memberikan akses informasi yang transparan
dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik.

KONIS! INFORMASI PUSAT 0
Republk ndonesia ffias K
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Badan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan
Rekap Penilaian:
Nilai Kuesioner Nilai Uji Publik
Nilai SAQ Nilai Verifikasi (Nilai Verifikasi * 80%) Total Nilai Juri * 20% Nilai Akhir Kualifikasi
100 100 80 17726 7%
" son
- . i [nformatif
1. MENGUMUNKAN INFORMASI PUBLIK : 25 1. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 nilai i 1:88.53
Il MENYEDIAKAN DOKUMEN INFCRMASI PUBLIK - 10 11 MENYEDIAKAN DCKUVEN INFORMASI PUBLIK : 10 total nilzi presentas - 17 726
Il PENGEMBANGAN WEBSITE : 25 1ll. PENGEMBANGAN WEBSITE : 25
IV BARANG DAN JASA: 25 1V BARANG DAN JASA: 25
V. KELEMBAGAAN : 1§ V. KELEMEAGAAN : 15
Cak Hasil Monev

Keterangan Kualifikasi

Irformatif: 90 - 100
Wenuju Informatif: 80 - 89.¢
Cukup Informetif - 60- 79.9
Kurang Informatf - 40 - £9.9
Tidak Informatif - 0 - 38.9
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) BerAKHLAK igmme;
PRESENTASI UJI PUILIK

KOMIS] INFORMASI PUSAT
BEPUBLIK INMOONESIA

VIl. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Level Badan Publik
Tahun 2024

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diberikan kepada Badan Publik
yang telah berkomitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat setiap
tahun menyelenggarakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada
Badan Publik dengan kualifikasi Informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik tingkat nasional.

Penghargaan ini diberikan kepada badan publik yang berhasil memenuhi
standar tinggi dalam pelayanan informasi publik, sesuai dengan peraturan yang
berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tahun ini,
KKP diundang sebagai salah satu Badan Publik yang menerima Penghargaan
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan kualifikasi informatif. Selain KKP,

terdapat 31 Kementerian lain yang mendapatkan predikat informatif.
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Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang
dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 tempat Movenpick Hotel Jakarta City
Centre Pukul 19.00 WIB . Setiap pimpinan Badan Publik yang menerima
penghargaan kualifikasi Informatif akan tampil di atas panggung untuk menerima
apresiasi atas kinerja dan dedikasinya dalam menyediakan informasi yang
transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Tahun 2023,
penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dihadiri oleh Wakil Presiden
Republik Indonesia. Namun, tahun ini Wakil Presiden akan diwakilkan oleh Menteri
Komunikasi dan Digital |Ibu Meutya Hafid yang akan memberikan langsung

penghargaan kepada badan publik dengan kualifikasi informatif tiga terbaik nasional.

Kementerian kelautan dan Perikanan menerima Pengahargaan Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2024 dengan kategori Informatif dengan nilai 97,73 dengan
menaikan nilai dari 94,51 pada tahun 2023. Kepala Badan BPPSDMKP Bapak |
Nyoman Radiarta didampingi oleh Sekretaris BPPSDM KP, Rudi Alex W, Kepala
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Luar Negeri Bapak Ari Prabowo serta
Tim PPID Kementerian menerima Sertifikat dan Plakat Penganugerahan
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
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KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal
di Lingkungan KKP Tahun 2024

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik merupakan
salah satu instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan transparansi dan
akuntabilitas di seluruh lapisan pemerintahan, termasuk di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, KKP
memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang akurat, tepat waktu,
dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi ini tidak hanya penting
untuk mendukung partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, tetapi
juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Sebagai
bagian dari penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP), Monev KIP di lingkungan KKP bertujuan untuk mengukur
sejauh mana kementerian ini memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses
informasi kepada publik. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara periodik untuk
memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh KKP tidak hanya tersedia, tetapi

juga relevan, terbuka, dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang
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membutuhkan. Melalui pelaksanaan Monev KIP, KKP dapat mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengelolaan informasi publik yang ada. Hasil
dari proses monitoring dan evaluasi ini akan memberikan gambaran yang jelas
mengenai sejauh mana KKP telah berhasil memenuhi standar layanan informasi
yang ditetapkan oleh Komisi Informasi dan peraturan terkait. Di samping itu, proses
Monev ini juga menjadi kesempatan bagi KKP untuk melakukan perbaikan
berkelanjutan dalam hal transparansi dan pelayanan informasi publik. Dengan
demikian, Monev KIP di lingkungan KKP tidak hanya merupakan kewajiban
administratif, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik,
mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan, serta meningkatkan akuntabilitas KKP dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya. Pelaksanaan Monev ini sejalan dengan visi KKP untuk menjadi lembaga
yang transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam
pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan. Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berlandaskan
pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat
untuk mengakses informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan
informasi tersebut secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses. Berikut adalah
dasar pelaksanaan monev KIP: a). Pasal 5 ayat 2 (i) PerKl 1 Tahun 2021 bahwa
Badan Publik wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan
layanan Informasi Publik pada instansinya; b). Pasal 5 huruf (f) Permen KP nomor
42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan
KKP.

A. Dasar pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik

Dalam petunjuk pelaksana ini yang dimaksud dengan:
1. Monitoring dan Evaluasi
a. Monitoring adalah kegiatan untuk
memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada PPID Pelaksana.
b. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi
pada PPID Pelaksana.
2. Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau Kuesioner Penilaian Mandiri adalah
lembar kerja yang diisi secara mandiri oleh unit organisasi PPID pelaksana,

berupa data atau dokumen tentang layanan keterbukaan informasi.
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Pemenuhan data atau dokumen SAQ dilakukan dalam bentuk link website dan
atau link google drive yang dapat diakses secara terbuka.

Tim Monitoring dan Evaluasi adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan
pemantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan keterbukaan informasi

publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
diperuntukkan bagi PPID Pelaksana: PPID Unit Eselon | dan PPID UPT.

Maksud dan tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ini adalah:

1. mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan layanan
keterbukaan Informasi Publik;

2. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan keterbukaan
Informasi Publik; dan

3. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi ini adalah:

Tahapan Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik terdiri
atas:

a. Perencanaan dan penyusunan Kuesioner Money;

b. Kick Off Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di
Lingkungan KKP

Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup KKP;

Pengisian lembar kuesioner evaluasi mandiri atau SAQ;

Periode unggah dokumen

= @ o o0

Verifikasi data (pendampingan);
Penilaian SAQ dan Tabulasi ;

Presentasi oleh PPID Pelaksana;

= Q@

Pra Pleno penilaian;

j. Penilaian Visitasi ;

k. Pleno penilaian dan penentuan kategori; dan

|. Pengumuman Hasil melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.
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Aspek Penilaian terdiri atas 5 (lima) komponen indikator:
Mengumumkan Informasi Publik

Menyediakan Dokumen Informasi Publik

Sarana Prasarana

Kelembagaan

© a0 T ®

Digitalisasi
Visitasi ke PPID Pelaksana dimaksudkan untuk melihat secara nyata sarana
prasarana dan praktek pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik yang
dilakukan secara uji petik/sampling pada PPID Pelaksana.
Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari;
a. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selaku PPID
Kementerian;
b. Biro Perencanaan sebagai unit organisasi di bidang perencanaan Kkinerja,
anggaran dan money;
c. Biro Hukum sebagai unit organisasi di bidang advokasi hukum;
d. Inspektorat Jenderal sebagai unit organisasi pembina dan
pengawasan internal di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
e. Pusat Data, Statistik dan Informasi sebagai unit organisasi yang
membidangi data statistik dan informasi;
f. PPID Pelaksana Unit organisasi Eselon |; dan
g. Pihak eksternal.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
a. PPID unit organisasi Eselon | Pusat; dan
b. PPID Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali
dalam setahun.
Bobot Penilaian Monitoring dan Evaluasi terdiri atas pengisian SAQ sebanyak
80 % dan Presentasi sebanyak 20%
a. Pengisian SAQ 80%
Bobot penilaian SAQ sebanyak 80% merupakan kompilasi dari beberapa

aspek penilaian sebagai berikut:
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No

Aspek Penilaian

Parameter

Nilai

Bobot

Nilai
1. Penilaian terhadap kewajiban
mengumumkan seluruh kategori
informasi wajib berkala
2. Mengumumkan Informasi Tentang
Profil Badan Publik
3. Mengumumkan Informasi Tentang
4 | Mengumumkan Program dan/atau Kegiatan 15
" | Informasi Publik
4. Mengumumkan Informasi Keuangan
5. Mengumumkan Pengadaan Barang
dan Jasa
6. Daftar Informasi Publik
7. Daftar Informasi Dikecualikan
1. Penilaian terhadap penguasaan
dokumen yang memuat informasi
publik tersedia setiap saat
2. Informasi Tersedia Setiap saat dan
Pengadaan Barang dan Jasa 60%
Menyediakan
2. | Dokumen Informasi | 3. Menyediakan Dokumen informasi 25
Publik yang wajib disediakan dan atau
diumumkan Tahun 2024 program
dan kegiatan
4. Menyediakan dokumen Surat-surat
perjanjian dengan pihak ketiga berikut
dokumen pendukung
1. PPID terintegrasi dengan website
utama menyediakan informasi:
3. | Sarana Prasarana 2. Non Elel_<tron|k: Meja Layanan 30
Informasi
3. Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas
1. Legilitas
4. | Kelembagaan 2. Kepemimpinan 20
40%
3. Dukungan Anggaran
5. | Digitalisasi 1. Penyampaian informasi publik melalui | 10
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media sosial (facebook, instagram,
twitter)

2. Pengembangan Layanan Publik

3. Pengembangan Layanan Publik

b.

Presentasi 20%

Presentasi melakukan penilaian terhadap inovasi dan strategi dengan bobot
nilai 20% dengan aspek penilaian sebagai berikut:

1. Komitmen Organisasi

2. Inovasi dan Strategi

8. Parameter dan Pembobotan penilaian

Parameter penilaian SAQ Monev meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a.

Kewajiban menyampaikan dan mengumumkan informasi waijib berkala, yaitu
penilaian atas informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
diukur dengan melihat ketersediaan informasi baik dalam bentuk data digital
(soft copy) maupun non digital (upload hard copy) di laman website atau
media penyampai informasi publik lainnya.

Penguasaan Badan Publik terhadap dokumen yang memuat informasi publik
tersedia setiap saat, yaitu penilaian atas informasi tersedia setiap saat diukur
dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen baik data digital (soft copy)
maupun non digital, semakin lengkap ketersediaan dokumen maka semakin
baik akses publik.

Sarana Prasarana  adalah sarana prasarana yang mendukung dan
mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik

Kelembagaan adalah penilaian terhadap kinerja PPID pada PPID Pelaksana
Eselon 1 dan PPID Pelaksana UPT

Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan
efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan
informasi publik.

Komitmen Organisasi adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan
informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas

pokok dan fungsi.
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9. Kategori penilaian hasil monev diberikan dengan kualifikasi:

a.
b
C.
d

e.

71

Inovasi dan Strategi, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk

digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir

terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

Informatif dengan nilai 90 - 100;

Menuju Informatif dengan nilai 80 - 89,9;

Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;

Kurang Informasi dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan

Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

10. Timeline agenda kegiatan Monev

No Kegiatan Tanggal
1 | Perencanaan dan penyusunan Kuesioner Monev 20 Agustus 2024
2 | Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik di 25 Agustus 2024
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3 | Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 12 September 2024
Lingkup KKP
4 | Pengisian lembar kuesioner evaluasi mandiri atau 12 September - 12
SAQ Oktober 2024
5 | Periode Unggah Kuesioner 1 - 12 Oktober 2024
6 | Verifikasi data 12 - 27 Oktober 2024
7 | Penilaian SAQ dan Tabulasi 28 Oktober - 11
November 2024
8 | Presentasi oleh PPID Pelaksana 25 - 29 November
2024
9 | Pra Pleno penilaian 3 - 5 Desember 2024
10 [ Penilaian Visitasi 9 - 20 Desember 2024
11 [ Pleno penilaian dan penentuan kategori 8 - 10 Januari 2025
12 | Pengumuman Hasil melalui Penganugerahan Januari/Februari 2025
Keterbukaan Informasi Publik
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11. Sosialisasi dan Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev)Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta
pembahasan pengisian kuesioner Monev KIP Level Nasional Tahun 2024. Sosialisasi dan
pengisian kuesioner monev (monitoring dan evaluasi) keterbukaan informasi publik
tahun 2024 merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemahaman
dan penerapan prinsip keterbukaan informasi di berbagai lembaga publik. Kegiatan
ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik lembaga-lembaga publik dalam
menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan
yang ada. kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Sosialisasi monev dilaksanakan di Swiss-Belhotel Cirebon dan melalui zoom,
pukul 09.00 s.d selesai tanggal 12 September 2024.Peserta yang diundang dari 158 PPID
Pelaksana Eselon | dan UPT KKP serta mengundang Dinas Kominfotik Kota Cirebon.
Kegiatan sosialisasi dilakukan secara hybrid di Swissbell Hotel Cirebon dan kanal zoom
meeting, dan Narasumber yang diundang dalam sosialisasi pengisian kuesioner Monev
Keterbukaan Informasi Publik yaitu Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat dan dari PPID

Kementerian Kelautan dan Perikanan

= ; Y Ty I T L

P~

St -
TN @2
D
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12. Verifikasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahap | Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Penilaian Kuesioner untuk Monev
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 19 -
22 November 2024 dan 25 - 29 November 2024 secara luring. Kegiatan ini dipimpin
oleh Bapak Diding selaku Ketua Tim Layanan Informasi, bersama dengan lbu Emmi
dan beberapa staf Tim Kerja Layanan Informasi. Rapat ini juga dihadiri oleh
perwakilan unit kerja PPID Pelaksana Eselon | sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan.

Namun, ada beberapa UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang tidak dapat
mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024. Hal ini disebabkan
karena kantor BKIPM Jakarta | sudah beralih ke Badan Karantina Indonesia,

sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 akan memberikan evaluasi
terkait keterbukaan informasi yang diterapkan oleh instansi pemerintah, serta
menjadi acuan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan
publik.

Hasil Sementara Penilaian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Internal

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Nilai Nilai
Eselon I PPID Pelaksana Unit Kerja Eselon I Verifikasi | Verifikasi
I (BOBOT 80%)
Sekretariat |Balai Pengolalaan Informasi Sumber Daya 56.20 44 96
Jenderal |Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) ’ ’
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 100,00 80,00
PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang 96,55 77,24
PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak 98,35 78,68
DJPKRL PPID .Balal Pengelolaan Sumber Daya 99,55 79,44
Pesisir dan Laut Makassar
PPID .Balal Pengelolaan Sumber Daya 78,35 62,68
Pesisir dan Laut Denpasar
PPI[? Balai Kawasan Konservasi Perairan 95,25 76,20
Nasional Kupang
PPID .Loka Pengelolaan Sumber Daya 73,90 59,12
Pesisir dan Laut Sorong
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PPI]? Loka Kawasan Konservasi Perairan 93,20 74,68
Nasional Pekanbaru
PPID .Loka Pengelolaan Sumber Daya 89,40 71,52
Pesisir dan Laut Serang
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan 100,00 80,00
Tangkap
PPID Balai Besar Penangkapan Ikan 85,85 68,68
Semarang
PPID Pelabuhan Perikanan Samudera 81,30 65,04
Belawan
PPID Pelabuhan Perikanan Samudera 94,55 75,64
Bungus
PPID Pelabuhan Perikanan Samudera 58,25 46,60
Nizam Zachman
PPID Pelabuhan Perikanan Samudera 100,00 80,00
Cilacap
PPID Pglabuhan Perikanan Samudera 85,60 68,48
Kendari
PPID Pelabuhan Perikanan Samudera 82.55 66,04
Bitung
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara 84.40 67.52
Sibolga
PPI]? Pelabuhan Perikanan Nusantara 76,95 61,56
Tanjungpandan
PPID P.e.labuhan Perikanan Nusantara 76.70 61,36
Sungailiat
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara 90,60 72,48
DJPT Palabuhanratu
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara 88.05 70,44
Karangantu
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara 99,00 79,20
Pekalongan
PPFD Pelabuhan Perikanan Nusantara 31,95 25.56
Kejawanan
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 98,25 78,60
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara 68,35 54.68
Brondong
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara 72.30 57.84
Pemangkat
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara 73,10 58,48
Pengambengan
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara 76,95 61,56
Kwandang
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara ) )
Ambon
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara 69,05 55.24
Ternate
PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara 38,25 30,60
Tual
PPID Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk 5.10 4,08
Batang
Sekr_etarlat Direktorat Jenderal Perikanan 100,00 80,00
Budidaya
DJPB PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Air
Payau (BBPBAP) Jepara 93,30 74,64
PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Laut 99,60 79,68
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Lampung
PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Air

Tawar Sukabumi 89,40 71,52
PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau 95,75 76,60
Situbondo

PPID Ba1a1 Per1kanap Budidaya Air Tawar 87.00 69,60
Sungai Gelam Jambi

PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau

(BPBAP) Takalar 51,20 40,96
PPID Balai Perikanan Budidaya Laut ) _
(BPBL) Batam

PPID Balai Perikanan Budidaya Laut

(BPBL) Lombok 91,95 73,56
PPID Balai Perikanan Budidaya Laut

(BPBL) Ambon 71,05 56,84
PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau

(BPBAP) Ujung Batee 63,75 51,00
PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar

(BPBAT) Tatelu 23,75 19,00
PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar

(BPBAT) Mandiangin 96,00 76,80
PPID Balai Layanan Usaha Produksi

Perikanan Budidaya (BLUPP) Karawang 77,45 61,96
PPID Balai Produksi Induk Udang Unggul 76.95 61.56
dan Kekerangan (BPIUK) Karangasem ’ ’
PPID Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan 93,20 74.56

Lingkungan (BPKIL) Serang

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan 98,30 78,64

DJPDSKP |Perikanan
PPID Balai Besar Pengujian Penerapan

Produk Kelautan dan Perikanan 98,50 78,80
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 100,00 80,00
Perikanan
PPID Pangkalan PSDKP Lampulo 88,75 71,00
PPID Pangkalan PSDKP Batam 81,50 65,20
PPID Pangkalan PSDKP Jakarta 88,10 70,48
PPID Pangkalan PSDKP Benoa 98,00 78,40
PPID Pangkalan PSDKP Bitung 18,10 14,48
DJPSDKP |PPID Pangkalan PSDKP Tual 45,10 36,08
PPID Stasiun PSDKP Cilacap 96,65 77,32
PPID Stasiun PSDKP Belawan 57,40 45,92
PPID Stasiun PSDKP Kupang 94,25 75,40
PPID Stasiun PSDKP Pontianak 95,75 76,60
PPID Stasiun PSDKP Tarakan 71,90 57,52
PPID Stasiun PSDKP Tahuna 94,80 75,84
PPID Stasiun PSDKP Ambon 74,70 59,76
PPID Stasiun PSDKP Biak 41,35 33,08
ITJEN Sekretariat Inspektorat Jenderal 91,40 73,12
Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan| 100,00 80,00
Perikanan
BPPSDMKP PPID Balai Besar Riset Sosial Ekonomi 92 .60 74 08
Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) ’ ’
PPID Balai Besar Riset Pengolahan Produk 80,30 64,24
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dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

( BBRP2BKP)

PPID Balai Besar Riset Budidaya Laut dan

Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) 95,55 76,44
PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air

Payau dan Penyuluhan Perikanan 58,80 47,04
(BRPBAPPP) Maros

PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air

Tawar dan Penyuluhan Perikanan 100,00 80,00
(BRBPATPP) Sempur, Bogor

PPID Balai Riset Perikanan Perairan Umum

dan Penyuluhan Perikanan 84,50 67,60
(BRPPUPP)(Palembang)

PPID Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) 81,15 64,02
Ancol

PPID Balai Riset Pemulihan Sumber Daya

Ikan (BRSDI) Jatiluhur 92,95 74,36
PPID Balai ‘Rlset Pemuliaan Ikan, 98,30 78,64
Sukamandi

PPID Balai Riset Budidaya Ikan

Hias (BRBIH) Depok 95,65 76,52
PPID Balai Pend1d1kgn dan Pelatihan 92,25 80,00
Aparatur,Sukamandi

PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan (BPPP) Medan 92,65 74,12
PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan (BPPP) Tegal 86,90 69,52
PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan (BPPP) Banyuwangi 98,60 78,88
PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan (BPPP) Bitung 97,15 772
PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan (BPPP) Ambon 97,00 77,60
PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan 94.60 75,68
Jakarta

PP"ID Politeknik Kelautan dan Perikanan 52,25 41,80
Bitung

PPID Pphtekmk Kelautan dan Perikanan 91,20 72,96
Sidoarijo

PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan 41,80 33,44
Sorong

PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan 9,45 7,56
Karawang

PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan 95.30 76.24
Kupang

PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan 89,15 71,32
Bone

PPID li’ohtekmk Kelautan dan Perikanan 59,95 47.96
Dumai

PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan 71,35 57.08
Pangandaran

PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan 84.80 67.84
Jembrana

PPID Akademi Komunitas Kelautan dan

Perikanan Wakatobi 63,75 51,00
PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah 68,45 54,76
Ladong

PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah 22,30 17,84
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Pariaman
PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah 96,00 76,80
Kota Agung
PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah 98,55 78,84
Tegal
PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah 98,55 78.84
Waiheru
PPID Loka Riset SumberDaya dan
Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus 73,25 58,60
PPID Loka Perekayasaan Teknologi
Kelautan (LPTK) Wakatobi 80,00 64,00
PPID Loka Riset Budidaya Rumput
Laut (LRBRL) Boalemo, Gorontalo 91,85 73,48
PPID Loka Riset Perikanan Tuna,Benoa 82,15 65,72
PPID Lokg Riset Mekanisasi Pengolahan 87.75 70,20
Hasil Perikanan
Sekretariat Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 100,00 80,00
Perikanan
PPID Balai Besar KIPM Makassar 91,70 73,36
PPID Balai KIPM Medan I 96,35 77,08
PPID Balai KIPM Jakarta II 38,00 30,40
PPID Balai KIPM Surabaya I 97,45 77,96
PPID Balai KIPM Surabaya II 29,00 23,20
PPID Balai KIPM Denpasar 6,75 5,40
PPID Balai KIPM Balikpapan 100,00 80,00
PPID Balai KIPM Jayapura 55,90 44,72
PPID Balai KIPM Manado 82,80 66,24
PPID Balai KIPM Semarang 51,00 40,80
PPID Balai KIPM Mataram 96,00 76,60
PPID Balai KIPM Banjarmasin 60,95 48,76
PPID Balai KIPM Entikong 24,25 19,40
PPID Balai Uji Standar KIPM 72,15 56,32
PPID Stasiun KIPM Palembang 79,95 63,96
PPID Stasiun KIPM Aceh 76,35 61,08
PPID Stasiun KIPM Medan II 57,30 45,04
BP2MHKP |PPID Stasiun KIPM Jambi 56,65 45,32
PPID Stasiun KIPM Batam 95,20 76,16
PPID Stasiun KIPM Padang 88,50 70,80
PPID Stasiun KIPM Pangkal Pinang 60,75 48,60
PPID Balai KIPM Lampung 81,85 65,48
PPID Stasiun KIPM Pekanbaru 26,35 21,08
PPID Stasiun KIPM Yogyakarta 94,90 75,92
PPID Stasiun KIPM Pontianak 34,00 27,20
PPID Stasiun KIPM Palangkaraya 00,00 00,00
PPID Stasiun KIPM Palu 32,80 26,24
PPID Stasiun KIPM Gorontalo 43,00 34,40
PPID Stasiun KIPM Kendari 24,50 19,60
PPID Stasiun KIPM Kupang 72,10 57,68
PPID Stasiun KIPM Ternate 86,85 69,48
PPID Balai KIPM Ambon 82,55 66,04
PPID Balai KIPM Tanjung Pinang 37,65 30,12
PPID Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 2,25 1,80
PPID Stasiun KIPM Cirebon 99,35 76,80
PPID Stasiun KIPM Bandung 65,95 52,76
PPID Stasiun KIPM Merak 93,50 71,20
PPID Balai KIPM Tarakan 91,40 73,12
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PPID Stasiun KIPM Luwuk Banggai 83,65 66,92
PPID Stasiun KIPM Mamuju 50,85 40,68
PPID Stasiun KIPM Tahuna 12,50 10,00
PPID Stasiun KIPM Baubau 76,35 61,08
PPID Stasiun KIPM Bima 66,05 52,84
PPID Stasiun KIPM Sorong 92,50 74,00
PPID Stasiun KIPM Merauke 58,35 46,68

13. Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana KKP Tahun

2024
Kegiatan Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana KKP

Tahun 2024 ini dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Luar Negeri melalui zoom, yang menyampaikan beberapa point diantaranya
adalah:

a. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

b. Sebagai badan publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki
tanggung jawab besar untuk memastikan tersedianya informasi publik yang
akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Hal ini tidak hanya
memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga mencerminkan komitmen kita untuk
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

c. Sejak tahun 2022, KKP telah melaksanakan Monev keterbukaan informasi
publik di lingkup internal KKP, untuk mengukur tingkat kepatuhan dan menilai
konsistensi PPID Pelaksana dalam memberikan layanan keterbukaan
informasi publik yang berkualitas.

d. Meskipun secara umum terdapat peningkatan dari tahun lalu, namun dari
hasil verifikasi kuesioner menunjukkan masih adanya ruang-ruang perbaikan
yang perlu kita tindak lanjuti. Oleh Karena itu, workshop ini menjadi langkah
strategis untuk membangun kapasitas PPID Pelaksana agar mampu
menjalankan perannya dengan lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

e. Melalui paparan dari narasumber yang berkompeten, serta sesi coaching
clinic yang intensif, kami berharap Bapak/lbu dapat memperoleh
pemahaman wawasan dan keterampilan praktis yang dapat langsung

diimplementasikan dalam tugas sehari-hari.
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Kegiatan dilaksanakan di Balai Riset Budidaya |kan Hias Depok JI. Perikanan
Raya No.13, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, pada tanggal 10 s.d 11
Desember 2024 pukul 08.00 s.d selesai, dihadiri oleh perwakilan dari setiap unit
organisasi eselon | dan UPT di KKP, yang mencakup berbagai divisi strategis terkait
pelayanan informasi publik. Dalam Workshop ini, terdapat 2 narasumber yang
menyampaikan beberapa informasi diantaranya adalah:
a. Gede Narayana S.E., M.Si sebagai Komisioner yang menyampaikan Peran
Strategis PPID dalam meningkatkan kualitas layanan Badan Publik yang Prima
b. Aditya Nuriya Sholikhah yang menyampaikan mengenai perbedaan informasi
(berkala, serta merta, dan waijib setiap saat).
Dengan adanya kegiatan ini, PPID telah melaksanakan pendampingan untuk
perbaikan SAQ Monev Internal KKP yang belum mendapatkan penilaian informatif,
pada kegiatan ini juga diketahui bahwa masih banyak petugas baru yang membutuhkan
informasi mengenai PPID. Pada kegiatan ini juga diketahui terdapat beberapa petugas
PPID yang sangat baru, sehingga PPID Kementerian akan melakukan pendampingan

secara lebih lanjut dan memberikan pelatihan kepada petugas PPID pelaksana.
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17. Kendala dan Rekomendasi

1. Kendala

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terdapat kendala internal dan

eksternal, antara lain

Kendala Internal

e Masih dalam pengembangan website KKP dan website PPID sebagai
jendela informasi utama suatu badan publik kepada masyarakat saat ini

belum maksimal;

e Belum optimalnya pelaksanaan layanan PPID di seluruh Unit Kerja Eselon

| dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan;

e Kurang optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi publik secara

baik di setiap unit kerja;

e Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam

mendukung kinerja pelayanan informasi publik di KKP;

e Belum tersedianya anggaran di setiap unit orgnasiasi untuk mendukung
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pelaksanaan layanan informasi publik.

Kendala Eksternal

e Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi
dengan data dukung yang dipersyarakan dalam permohonan informasi
publik masih sering terjadi. Hal ini mengakibatkan permohonan informasi
ditolak atau tertunda untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
dengan melakukan proses pemenuhan data dukung yang dibutuhkan

terlebin dahulu. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman
pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dan kurang

memperhatikan  persyaratan permohonan informasi yang sudah
dipublikasikan melalui website PPID KKP.

e Kurangnya pemahamam masyarakat atau pemohon informasi, bahwa ada
informasi yang tidak terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Rekomendasi dan Saran Tindak

1)

2)

3)

4)

5)

Membangun website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang
dapat menjawab tantangan era komunikasi digital saat ini sebagai salah satu
media informasi dan komunikasi KKP kepada masyarakat luas mengenai

segala sesuatu yang berhubungan kelautan dan perikanan;

Mengembangkan aplikasi e-PPID KKP untuk pelayanan informasi publik

melalui sinergitas unit kerja pengelola aplikasi, data dan informasi;

Mengembangkan website PPID yang memenuhi standar pelayanan informasi
publik dan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses
informasi publik oleh publik serta terintegrasi dengan semua PPID unit kerja
lingkup KKP;

Memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan di masing-masing unit kerja Eselon | hingga UPT;

Menyediakan system pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang

terintegrasi di setiap unit kerja;
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Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi
publik di PPID Pelaksana lingkup KKP guna mengevaluasi implementasi
standar layanan informasi publik serta menilai pelaksanaan layanan informasi
publik pada PPID Pelaksana dan guna mendorong kepatuhan terhadap

keterbukaan informasi di lingkungan KKP tetap terimplementasi dengan baik.

Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pemenuhan sarana
dan prasarana pelayanan informasi publik serta pengembangan sumber daya

manusia dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima.

Melakukan bechmarking secara daring atau luring(visit Langsung) kepada
lembaga/badan publik yang mendapatkan kategori “informatif” dalam
Anugerah KIP.

3. Tindak Lanjut Hasil Laporan Sebelumnya

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi

pada pada laporan sebelumnya tahun 2024 diantaranya

1.

PPID terus menerus melakukan pengembangkan website PPID yang untuk
memenuhi standar pelayanan informasi publik dan dapat memberikan
kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik

serta terintegrasi dengan semua PPID unit kerja lingkup KKP;

2. PPID terus bertahap koordinasi ke PPID Pelaksana dan PPID UPT dalam

memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan

3. Sudah melakukan pemutakhiran database informasi, yang dapat

digunakan petugas layanan informasi; Melakukan pembinaan dan
pendampingan dalam pemenuhan standar pelayanan informasi publik di

semua PPID Pelaksana di lingkungan KKP

4. Sudah dilakukannya bechmarking secara daring atau luring(visit Langsung)

kepada lembaga/badan publik yang mendapatkan kategori “informatif”

dalam Anugerah KIP
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Demikian laporan tahunan ini
disusun sebagai bahan evaluasi
layanan Informasi Publik PPID
Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan PPID Pelaksana
lingkup KKP

"aNaN

Kepala Biro Humas dan Kerja
Sama Luar Negeri selaku PPID
Utama Kementerian Kelautan dan

Ari Prabowo
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LAMPIRAN TINDAK LANJUT

1. PPID terus menerus melakukan

pengembangkan website PPID PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN KONTEN WEBSITE
PPID PELAKSANA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

L Femdanusuan

Panduan Pongeloiasn Konion Webstz PPID [Pejabat Pangolok Infameas dan
Daiumentas] Kemenlenan Kelaulan dan Perkanan ini disusun 56030 pacoman untbuk
mamastkan bahwa pengeiEan kanten dlakukan secara profesknal tanseamn, dan
sesudi dongan prinsi koleroukase intormasl pubSk. Panduan inl befujian untk

nddukusng worten dan aksion, sahingga informas: yang disagkan
meialul webste PPID KKP dapat diaksés cloh publik decgan mudah. sera mamonuhi
standar polayanan infarmasi p it Hal Parlkanan,

Fengeiolaan konten wansilo yang sslomabis dhampkan dapat memparkuat paran
FFID dalam mambarikan layanan informas: pubiih yang fransparsn dan akuntabel. Panduan
Ini juga membarkan insinksl loknis ferkall pengeiclaan kenben, melal darl perencanaan,
pembuatan, Wngpa pubiias], 303 BMSES pANGURGIANAN kaninn baralan sEsud dengan
standar yang imlan diletapkan dan mematuni slandar pelEyanan informasd publis o
linglasngan KKF.

Tuuan dar penyusunan panduan ini adalah uniuk memberkan pedoman yang el
mGngenal pangeitiaan korten websin FRID Pelaksana Ession | dan UPT KKP. Dangan
adanya panduan ini, Sharapkan:

+ Sefiap Informast yang dipubikasikan o webske PPID mamenchi standar keterbukaan
Informas.
#  Proses pengisian dan pembaruan kanien cliakukan secard lrsirukiur dan tenal wakly.
+ Pengeiola konlon mamitki panduan cperasional daam pongaliciaan informasi pubik
~, aKurat, dan diaksus cigh

Tampilan Wabsite FRID (Front End)
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rsamasi dkacuaikan
Infarmasi kawangan dan barany
Sub Manu Pandukung

1
z
3 Informasi sarta marta
4.

Congent kanspement Sysiem (Sack End)

1. Tujuan Panduan

2 Stancarsasi Pengelciaan Komlon: Monclapkan prosodur dan standar  dalam
pombualan, panyuntingan, dan pubikasl konten, lomasck pengungoanan datd
pendukung.
Momastikan Axsesibilas can Katerbuicaan Infarmasi Publk: Menjamin bahea infermas:
wang disafkan iransparan, akurat, dan mudah dipahami olh masyarakat.
Memtarkan Panduan Tokris: Manpediakan nstnksi teknis dalm peases unggah
Kentan, temasuk profl, struktur crganisast dan pammohanan inamasl.
Kepatunan tehacap Reguiase Momasikan somua kooten mamatuhi o
PRTUNARG-UNEANGAN yang barak:

"

ran

Pangaiciaan Kontan Wetsia PPID Kementarian
Fangeioiaan Kontan Wabsita diakukan oieh Admin Komon Wetisite yang diug
Fejabat Unk Organisasi masing-masing.

kan gish

Tardapal dusa akun yang dapat Sakses ya it akun untuk Admin FRID yang hanya
canal diakses geh Imemal Pagawai yang dilugasien sebagai Admin pleh Unit Oganisas
masing-masing. Kemudian ada akun yang caoat Jakses sacara umum clah Masyamakal
s,
2 Aksosiniflas Waobsite

1. Manggunakan VPN {Daanlaad pada tautan

Z Wabsite PPID KHP dapat diakses dengan mambuka man
f0 0187 1EE 438 noaiio

2 dan manginput Lsemama dan passwond

an yang akan muncu

. ==

Masrangan

Prjok kanan alas menpakan sama aksn Unit Coganisasi dan dalam tanca mansh
sabelah Kiri menpakan fiur pada akun admin unil ogasisas! dengan dual saba
Bt
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Ho Dackrips! Foio

1 Durshieaard

2 Fomuir
a Parmahonan Informasi e
b. Pangajuan Kebanmtan —

& malakukan pengecakan
n RS

Marupakan Fiur yang digenaian giah Admin
permoRonan intormasi dan permanon

mangunggah fote ata video yang akan

a ang diguna
Gmunrculian di website FRID KKP

4 ntonmas) Pubik e

yang Sgunakan Ltk mangungaah Informaz Publi o

vak cigunakan akah Ademie untuk mengunggan
ehsita FRID KKF.

Mamnipakan ftur yang Sigunakan Lntok margsngaan par:
yang akan murcul di mony pana wobsik FRID KKF
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c. Fangumaman

Manpakan fitur yang sigunakan oleh Admin Unit Omganisasi unbuK
mengunggah arthal, agenda dan pengumuman parinal PPID & Unk Organisasi
rmasing-masing

T | Frof UEE (Unit Posksana Pusat)
a i

b Tugas dan Fungs
. Pajabat Struktr O

r yang oignakan oioh Admin Waobsite Unk organisas untuk
NSl prodl, ugas dan tungsi sena data pejabat sirktunal erganisasi gi
masing-masing FPID Faiaksana

FFID Polaisana wiajb malakuian pengisian Konten pada ma beranda
sesual dengan sub-many yang farcankum dalam sisters CMS (Cantent Managemant
System) Artinya, PPID Pelaksana toak dizinkan uniuk menambahkan mene atau
Sub-Manu bary yweg iask terrantum o CMS.

Berkut diabariar kelorargan porihal kanien yang periie dipenchi oloh
masing-masing FPRID Folaksana agar munodl poda kanal websits masing PPID
FPalaksana

1} Prafi
Pada manu Profll, PPID Pelisana peris mencandumban baberapa data
ouiLng yang mencakup informasi dasar onganisasi. Konlan yang waji disi pada
ey i ankara lain

Frofit: informasi umum tetang PPID. Peiaksana, hrmasus s, |
balgiang, dan lujuan organisast
Visl dan Misk Pemyalaan sl dan misi darl FRID Pelaksana vang
manunjulan arh gan buan san PRPID PESksana sesed romenkatr.
Struktur Kelembageam: Diagram atau penjoiasan mangonal susunan
argansas PRI Palaksana
# Tugac dan Fumgel Panjeasan
jawah PPID Paiaksans Saiam p
Profll Atacan PPID. Biog:
atasan PPID Pelaksana.
LHKPN Atacan PPID: Lapoan Harta Wokayaan Foepslanggara Nogara
[LHKPN) dan pimpinan PRID Polakeana, sabagai bontuk Iransgaransi di FRID
Palsisana.
2} Reogulasi
Faca mane Reguiacl PPID Polaksana Sapal manambahkan berbagal
pesahuran yang relevan dangan kegiatan dan layanan imlammasi publk, sepert

.

e mangenal penman. lugas, dan Eanggung
anan pubik
singuat San wformasi tentang pimpinan atau

e Feraluran porAcang-undangan torkalt ketarbukaan infonmasl pubik
e Kebijaian internal yang mangatur twgas dan fungsi PRID Peaksana,
e Puedoman palaisanaan layanan informasl.
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Haomian-kantan ini Rans sisusun san desr Earkala untux
infarmasi yang dtampdkan glap reicvan das akural sesuai dengen parembangan
paraluran bt Dehijaian yang ada.

- |

Stancar Layanan

Paga mani ini, PPID Palaksana dapal menambankan inlomasinformasi penting
terkal standar l2yanan yang dberkan kenada pubk. Konten yang hans disediakan
maipull DRrbagai as0ak lyanan outik, Mulal car tava, wakdy, Kompatensi patugas,
hingga prosedur OpRMASONal yang BeraiL. Adapin fNDian kantan yang harus diii
sabagal berkut

1. Blaya, Wektu, dan Pelayaman

FRID Puidisand wajls mencamamkan informasi kerkal biaya yang dipanukan
uniuk mangakses yanan informasi, wakhs yang dinulubkan dalam proses
penyamoaan imamasi, sea Ancian jenis @yanan yang csediakan. Informasi i
Farus jeias dan ranspanan unhk memisdahkan pubik dalam mengaksos yanan.

2 Hompedens! Petuges Leyanan

FFID Polaksana harus manyodakan informasi entarg womestonsd potugas
layanan yang beranggung [Swab caim momberkan layanan inonmasi kepada
pehiik. Ini bermasuk fualifkasi, pelaliian, dan pengalaman yang dimilid oleh pelugas
layanan. untuk menjamin bahwa @yanan ciberkan clah perserdd yang profesional
iz Darkampatan

3. Maklumat Fafayanan

Mailumat Pidayanan mandakan permyataan stas komimen msmi dan PPID
Folaksana terkall ualfias dan siandar layanan yang akan diberikan kepada publk.
i adalah benbuk janf kepada masparekai mangenai muiy, integrias. seria
HESGSLIAN [2yanan engan nagulas yang aoa.

4. Mekanicme Pelayanan

PFID Polaisana hans menjoiaskan mek@nisme aieu alur polayanan yang

i . leMmasik @ngiahangkanh yang hans diakukan olah pobik unkok
mendapatian informasl, serfa bagaimana proses forsebut akan dilaksanakan clah
PPID Palaksana.

& dandar Ciperacional Procsdur { BOF)

FPID Polaksana jaga harus mencantumkan bebarana Standar Oparasional
Prosedur (SOP) yang mengabsr pelaksanaan fayanan informasi public S0P i
Eflujuan wntus mamastikan layanan gibarkan sacars efisian, kansstan. 6o sesuai
aturan. Barkut acalah janis-wnis S0P yang periu dcantumean:

= S0P Permintean informaci Public Frocedur mesmi jang menaskan
langean-langkah urbk mergaukan permahanan informas  pubis cish
pamchon informas, sarta bagaimana permintaan lersabut akan diproses.

BOF Penanganan Keberatan: Frosadur yang mangatur a1a cam penanganan
koberatan aarl pubik 28ahi3 tanae kolidaisssuaian dalam pamberian layanan
informas, misainya informas yang idsk lengiap alau pamminkan yang fidk
direspan.

= EOF Fenstapan dan Famutskhiran Daffar informacl Pubilk (DIF): Frosos
panatapan dan pemutahirn datar nformasi yang wagh dissciakan olah FRID
Palisana. S0P ini memastiken bahea informasi yang dsedisian sellu
akurat san furkini.

BOF Penguiian Koncekusngh Prsedur untik maakukan pengujan ats
imarmasi yang dianggan rahass atay bensko jic dinuka kepaga pobiic sona
menaniukan sgskah informas terssbut dapat atau bdak dapat dungkapkan,
807 Pondokumantssian Informas! Publik: Mengatur bagsmana intonmasi
pubik ddokumaniaskan dan dskmpan aieh PPID Palaksana, sehingga dapat
fizksns keh BBk S053ra MUSaN S tersiukhur

-

-

.

KKP_PPID_2024_New
8iro, Biro, Biro, BPPMHKP, BPPMHKP, BFPMHKP, Bppmikp, BPPMHKP, BPPMHKP, BPPMHKP, BEPMHICP, BPPMHK

@

admin

23/10/2024
‘Anda menambahkan BPPSOMKP BPPP Bitung Ibu Sri Widiyanti KTU

Bapak/lbu mohon informasi terkait penggunaan CMS PPI ini apakah ada pdf tutorial
penggunaannya dari vendor atau pusdatin?

1106
w
] BPPMHKP Bkipm Makassar lbu Ariyant v

Panduan Website - Google Drive

Panduan CMS Website KkP
https://drive google.com/drive/folders/ 1dPiOfiZcZN13hcUTRBEIJRT KhkPSZKRr?
usp=drive_link e

” BPPSDM Pak June Harjuno Humas

BPPMHKP Bkipm Makassar lbu Amiyanti
Panduan CMS Website KKP

ps/ e.googl v / / 1dPIIRZCINT3heUTRDBS. (/

terima kasih, cc Pak @BPPSDMKP BRPAP] Maros Pak Andi Bahtiar

@ cronicp suipm Makasso hu Amiyans
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& KKP_PPID_2024 New

e Biro, Biro, Biro, BPPMHKP, BPPAMHKP, EPPMHKP, Bppmhicp, BPPMHKP, BPPMHKP, BPPMHKP, BPPMHKP, BOOMHKP, BPPMH

241102024

[ Errr— v

Selamat sore Bapak/Ibu, jin menyampaikan untuk
€M PPID pada uplead DIP sudah tersedia Import
Excel. terima kasih 5

w

KKP Bhkin Mas Awal
8 Selamat sore Bapal/bu, fin menyampaikan ur
tersedia Import Excel. terima kasih

ok CMS PPID pads upload DIP sudah

Siap Mas, terimakasih informasinya J,

>
= BPPMHKP Pak Ma'ruf Kumiawan

KKP_PPID_2024_New
Biro, Biro, Biro, BPPMHKP, BEPMHKP, BPPMHKP, Bppmhkp, BPPMHKP, BRPMHKP, BPPMHKP, BRPMHKP, BEPMHI

Bapak/Ibu, punten mau tanya sebelum kelupaan
Untuk mengisi halaman ini, di CMS PPID bisa
diakses sebelah mana kah?

Saya ulik-ulik tapi masih belum ketemu, mohon
pencerahannya, terima kasih dan monmaap jika
ternyata sebelumnya sudah terbahas tp saya ga
menyimak ()

o032

‘ BPPSDMKP Loka Gorontala Pak Rana Ponta

PDSKP - BEPIKP Mba Fauziah Ramadhani BBPIKP =

B Bapak/Ibu, punten mau tanya sebelum kelupaan
Untuk mengisi halaman ini, di CMS PPID bisa diakses sebeleh mana kah?. -

Masuk di portal kkp tapi harus pake VPN

*%7  BPPSOMKP Brppupp ibu Rina
Ada di bagian informasi - pilih standar layanan - pilih yg mana mau diisi ;5o

cihani BBPIKP

e PDSKP - BEPIKP Mba Fauriah R:

Q KKP_PPID_2024_New
w  Biro, Biro, Biro, BPPMHKP, BPPMHKP, BPPMHKP, Bppmhkp, BRPMHKP, BPPMHKP, BPPMHKP, BPPMHKP, BPPMHI

PDSKP - BBPIKP Mba Fauziah Ramadhani BEP3KP
25710/

BPPSDMKP Loka Gorontalo Pak Rana Ponto
Masuk di portal kkp 1api harus pake VPN

Done kak sudah pake VPN .

PDSKP - BBPIKP Mba Fauzish

BPPSDMKP Brppupp ibu Rina
Ada di bagian informasi

standar layanan - pilih yg mana mau di isi

Terima kasih banyaaaakk, akhimya ketemuuuu J i

BPPMHKP Bkinm Medan 1 |bu Hermina Nainggelan hd
Selamat pagi, ijin menyampaikan, kami tdk bs membuka website ppid J,

@ KKP Bhkin Mas Awal

Seputar Laporan Kendala Website dan Tindak Lanjut 2024

&
Selamat pagi, Mohon di

link terkait kendalanya. terimakasih

I
WDQE/edit?gid=0¢gid=0

TwTd_HOpQy C

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024



91

2. PPID terus bertahap koordinasi ke
PPID Pelaksana dan PPID UPT

dalam memperkuat kelembagaan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
AL A MEDAN MERDERA TIMUR NOMOF 18
JARARTA 1010 KOTAK FOS $130 JKF 10041
TELERGH {121} 38 10 QLACAIC, FAKBIMILE (1) 3530381

Homer B.57125.. 5TU. 330002024 18 Newamber 2024
Sifat Brasa

Lampisan Satu Barkas
Hal : Uncangan Rapat Verfikast SACQ Money
Ketarbukasn Informasi Publk KKP Tahun 2024

PPID di lingkungan Kementerian

Yih {Datar Terampir}

“Senubungan dengan pelaksanaan Moritorng dan Evaiasi (Mcney) Keterbukaan
Ianeasi Publk (K9] di ingkungan Kementerian Kelautse dan Perkanan Tafun 2024,

Kelautan dan Perikanan R DA U T S

pesbatsta
Manev KIF KKE Tabun 2024, yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Selasa s.d Jumat, 19 5.4 22 Movember 2024

sl 09,00 WIB 8 d welwsai adwsl tersempir)

tempat : Auang Aagal Bro Humas dan Kerja Sama Luar Negen
Gorduneg Mina Batari | Larts 5

agenda + Wenfikasi SAC Manev Kelerbuiaan infarmasi Public
(KIP) lnghup KK

Bevkonaan dengan hal esebul, mohon Bapak/ibu dapst hadic sesuai dengan jadwal
tedlamp. Untuk kocrdnasi dan informas leoh @njut, kami menugaskan sebagai
rarabubung adalah Saudar Ery Mvanda (+62 858 9199 S063)

Demikian kami meryampaskan, s perhabian dan parkenan Bapakibu, kams
wcaphan terima kasih.

an. Sekretaris Jenderal
Kegaia B Hubungan Masyarshat dan
Kerja Sama Luar Negesi,

Ditancatangan
W )| Socarn Elcabronik

An Pradoss

o
Sekrmtaers Jongersl

O nﬂembalwmnh.angu.r

Dvktur Jondaral Perkanan

Ciraiu Jenderal Forbanan Sodaga

Carmktur Janderal Penguatan Mn Smng Prodek Keiautan dan Perikanan
it Daya

M e

inspabtur Jendaral

i e gons s ko scrikas ek ek yang Gctuarkan oich BSGE, RSN

Lampiran, Undangan |
Nomer | B.ST12/5) STUI30NNA024
Targgal : 18 Novermbar 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT UNDANGAN

Sedretariat Jenceral

1. Didrg Santandi, 5. 5LPI, M.Sc., Analis Publkasi, BHKLN

2. Jarwari Maring, 5.5, M.M., Franata Hubungan Masyaraiat Ab Madya, BHKLN
3. Dra. Eneni Sinarmata, Pranala Hubungan Nessyrskat Abii Madys, BHKLN
4. Rae Anggrainy, 5.H. Arsipars Pertama, BHSLN

5. Mia Akmaba, 5 fkom, Pranla hmes Pertama, BHKLN

& A, £ Kom, Pranata Kamputer Pertama, BHKLN

7. Dimas Wianarko, 5.Tr Pi, Anals F‘e..bﬂm Pusdatin

8. Kenetia Mawangtiti, S om, Pranata Kamputer Pertama, Pusdatn

9. Ery Miranda, 5.P1. Putsksana PPID. BHKLN

10. 5n Puspita Sani, 5.1F, Pelaksana PPID, BHKLN

11 Jubsidah, 3.5 Pelaksana PPID, BRRLN

Diruktort Jerdirnl Pangalolaan Kelaulan dan Ruang Lt

12. Len hariadi, § . M S, Pranata Humas Muda, Sekretariat Diten Pengelaiaan
Kalautan dan Ruang Laut

13. Roka Pratama, 5.7, Anals Humas, Pranata Humas Muda, Sekretariat Ditian
Pangelclann Kalautan dan Rusng Laut

Dyakm.u Jerderal Parkanan Tangkap:
4. Gayawi Pramudnita, 5T, Analis Data dan infarmasi, Sekretarat Dien Pertianan

"

Tk
15, Jenny Anclea Pertw, AMd | Kom, Pranata Humas Pelaksana, Sekeiarat Diten
Peckanan Tangkap

2

Diraklorat Jerdaral Parikanan Bud Days

16, Ris Dewa Novita, 5.PLM.5L Pranata Humas Muda, Sekretanat Ditjen Perkanan
Budidaya

17. F. Himawan Sunarta, & 1., Pranata Hubungan Masyarskat AH| Pertama, Seketaras
Ditjan Parikanan Budidays

=

Diretceal Jandaral Pergualan Days Saing Produk Kelsian dan Perianan

18. Hadi Susanto, $.F1., M., Aralis Pasar Hasi Perkanan Muda, Sekretariat Diten
Pengustan Days Saing Produk Kelautan dan Perikanan

18, Samsi Haryon, A Md.5.P. Pranata Humas Muda, Sekretarial Otjen
Peigustan Daya Saing Produl Kelaita dan Peikanan

Wi Direitoral Surrber Diya Paiikanan
20. Febri Fimmansyah im S Kom., Anals Publkasi, Sekretanat Dtjen
Pangawasan Sumber Dsya Kelaulan dsn Pedikaran
21. Nur Rakhma Mavika, 5.1 P, Pranatn Humas Pertama. Sekretariat Citjen Pengawasan
Suinber Diya Kelnutan dan Parikanan

Wil Inepeitonal Janderal
23, Tita Damayars, 5.6 Mk, Analis Ketvjakan Ahk Moda, Sekretanat inspestorat

Jandarst
24, Fakulti Knasanah, 5 Sn., Pranata Humas Pertama, Sskretanat Inspekiorat Jenderal
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Lampiran Uneangan |
Nomer  : B.5T125). STU. 33002024
Targgal - 18 November 2024

JADWAL VERIFIKASI SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAC)
MONTTORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KKP TAHUN 2024

Jakarta, 19 5.d 22 Novembar 2024

Selasa, 19 November 2024

06.00 - 12.00 Wig.

Werifkasi SAC Monev Keterbuksan
Informas) Fubiik unt eseion &

Sekietarial Jendorat
Citjen Pengeiciaan Kelautan can
Fang Laut

Tirm verifikalor BHKLN,

12.00 - 13.00 WiE

Iahoma

1300 - 16,00 Wi

Wil SAQ Moy Kterbukaan
Informasi Fubiik un eselcn
Ditjan Pengelciaan Kelautan dan
Laut

Tim weriikator. BHKELN.
riat lfen,
Sekretatial itjen PRRL.

Fuang Sekretariat Citjen
Inapekinra Jerdarsl PSOPKF
Citjen Penguatan Daya Saing
Produt kP
Rakei, 20 Newarbss 2024
08.00. 1200WIE | Veritiasi SA0 Monev Keterbukaan | Tm versikalor: BHKLN,
Infermasi Pubik uni sssion | Sakretarial Ditjan
Extjen Perkanan Tangkap Perianan Tangkap
12.00 - 13.00 WiB Ishama
100 1E.00 Wi utan Venfikas SAQ Maney Tim wersikalor BHKLN,

Ketartukaan Informas Publik unit
esalan I:
- Ditjen Parikanan Tangkap

Sekretarial Citjen
Ferisanan Tangkap

Kamis, 21 November 2024

06.00 - 12.00 Wi Verifikasi Melonen Al BHKELN,
nfcrmas Pubsik uni ession | Sekretarial Cijan
- Ditjen Perkanan Bud Daya Peritaran Budi Oaya
1200 . 12.00 Wil Ishama
400 100 WS utar Verifikasi SAG Maney Tim werdikator: SHKLN.

Koatertukaan Infoomas Pukiik unt
esalon |:
- Ditjen Parikanan Bud Days

Sekralarial Ditjen
Ferisanan Budi Daya

Jumat, 22 Mavember 2024

S00- 1Z00WIE | erifiasi S Tim i
Infermasi Pubiik uni esslon | Sekretarial Ciijan
- Ditjen Pengawasan Sumber Sumber
Dirys Kelautsn dan Perikanan | Days Keisutan dan
Ferianan
1200 - 13,30 'WiB Ishama
13.30- 16.30 Wib Larjutar Verilikssi SAC Maney Tim wariikalor BHKLN,
analkon | Pengianaan Sumbe:
- Ditjen Pengawasan Sumber | Daya Kelmtan dan
Darya Kelautsn dan Perikanan | Perfuanan

an. Sekretaris Jenceral
Wepats Bro Hubungan Masysraksl dan
ierja Sama Lusar Negesi,

Ditandatangan!
Socarn Elabonik

Ari Pranosn

BN
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN WERDEKA TRIUR HOMOR: +
JARARTA 10130 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TEL LACAK] FAKEIMILE
LinArn
Hamor B 5826/5.). 5HM 470012024 21 Nowermber 2024
Sifat Basa

Lampiran Satu Barkas
Hal Unciargan Rapat Verfikas SAC Monew
Katerbuian Infornasi Publis KKP Tahun 2024

AL

1, Sedretans Badan Peryuiuhan dan Pengembangan Sumber Daya Marcsia Kelautan
dan Parikanan

2. Sebrelans Badan Pergendalan can Pengawassn Mut Hasl Kelautan dan
Pariaran

0 Terrgat

Setubungan dengan pelsusanasn Morlorng dan Evalsi (Monew) Keterbukaan
irdanrasi Publk (R3] di Angkungan Kementerian Kelouten dan Penkanan Tanun 2024,
bersama inl ks mohon baniusn Bapek/lbu Kirsya bereran ueiak menugaskan
nama.nama peabatistat yang tertera paca undangan Ltk menghadin ranal Verttkasi SAC
Manay KIP KXF Tabun 2024, yang akan dilaksanakan pada;

hari tanggal + Serin wd Jumat. 25 .d 23 Nowember 2024
Wikt : DE.00WIB 5 sefesal |adwal lersmpi)
terpl + Ruang Rapal Barorang
Gedung Mira Bahan 11l Langs 1
agereds Vil SAQ Maney Kelertiusn Infarmas Publi
(KIP] Inghup KKF

Uniuk kaardinas| dan informasi lebin lanjul, kami menugaskan sebega: narsubung
adaish Saudari Ery Miranda (+62 858 9199 8063)

Demikan kami meryampakan, atas perhation dan perkenan Bapacibu, kami
LRGN BaimA kasih

an. Sekretaris Jenderal
Kegala B Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Lusar begeri,

1 Frabown
T busin
1. Sekrotaris Jonderal
z " bex Farisanan
b Himsi [
vl » s

Lamnusn Undangan |
Nnmu | BH2RE) B AT 2024
Targgal | 21 Nevemiber 2024

DAFTAR PERMOHONAN HADIR DALAM RAPAT

& Badan Penyukthan dan Pengembangsn  Sumber Days Manusia Kelsulan dan
Penkanan

1. Kasenawali, S5 Prarsts Hures Muds, Sekretanst BPPSDAKEP

2. Muhammad Hikmat Jayawpuna, 5.51PL M. Perencana Muda, Pusat Pelashan
Kabwitan dan Perkanan

3. Hochma Widia Lestan, 5.1.Kom., M S, Franata Humas Muda

[} Muty Hasi| #e d
4 Evi Aryali, 5.E, M| Kom , Anals Huress Sekretarial Bsuaﬂl’a‘qe»dulmdsn
Pengawasan Mulu Hasil Kelautan dan Penkanan
5. Ma'nf Kurniswan, Pelaksana Sekeetarist Badan Pengendsian dan Pengawasan
Mut Hasil #elautan dan Perkanan

Bl Bira Humas dan Kerja Sama Luar Negenl
. Diding Sutardh, 5,84 Fi Anals Publkasi, BHELN
7. Januari Marino, 5.5i, M.M.. Pranata Hubungan Masyarakat Ani Machya, BHELN
8. Dra. Emmi Simarmata. Pranata Hubungan Masyarakal AN Madys, BHELN
9. Rae Anggrainy, 5.M, Arsiparis Pertama, BHKL
10, Mila Akmalia, 5. 1kom, Pranata Humas Pertama, BHKLN
1. Awaludin, £ Kom, Pranata Komputer Pestama, BHKLN
12, Ery Mirarda, 5., Palshaana PFID, BHELN
13. Sn Puspita Sar, 5.1P, Pelaksana FPID, BHKLN
14, Jiaidah, 5.5, Palaksana PPID, BHKLN

Dvkurnes o] Iefah ihlradebmsind rrenggmnshon serniThan cebornk g fibeiuarkon vdeh HSE, BESN
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JADWAL VERIFIKASI SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)

DI LINGKUNGAN KKP TAHUN 20.

Sanin, 25 Meeenber 2024

DAN EVALUASI INF

Jakarta, 25 8.d 20 Navember 2024

09.00 - 1200WIB | Verifikasi SAQ Maney Keterbukasn

infarmasi Pubkk unit eselon |:
- BPPSDMKP

Tim verfikator: BHELN,
Sekrstaniat BPPSOMKP

12 00 - 13.00 WIB | kshoma

13.00 - 16.00 WiB | Lanjtan Verifkasi SAQ Monew

etesbukaan Informasi Pubik unit esslon
1
BPPSDMKP

Tim verfikator BHELN,
Sekretaniat BPPSOMKP

Selasa, 26 November 2024

06.00 - 1200 WiB | Lanjean Verfikas! SA0 M

one
Keterbukaan Irdormasi Publk unil eselon
t

BFPSOMKP

Tim verfikaior: BHKLN,
Sekretariat BPPSOMKP

12 00 - 13.00 WIB | Ishoma

indanmasi Pubkk unit eseion |:
- BFPMHKP

13.00- 16.00 WiB | Lanjkan Verikasi SAQ Mo Tim verdikator BHELN,
etesbukaan Irformasi Pubilk unit eseion | Sekretariat BPPSOMKE
; BPPEDMKP

Kamis, 28 November 2024

09.00 - 1Z.00'WIB | Verifikasi SAQ Maney Kelertukssn Tim verfikator BHELN,

Sekretanat BPPMHKF

12 00 - 13.00 WIB | Bshoma
13.00 - 16.00 WIB | Lanpan Veriikasi SAQ Moy Tirm verfikator BHELN,
r: Publk unit eseion
[
BPPMHKP
" e B, D
4
Jumat, 22 Mavember 2024
06.00 - 12.00 Wil Wesifikasi SAC Monev Tim: H.
Infiermasi Pbiik uni eselon | Sekratarial Dithon
- Ditjen Pengawasan Sumber Fengawasan Sumter
Dirys Kelautsn dan Perikanan | Days Keisutan dan
Ferianan
1200 - 13,30 'WiB Ishama
13.30- 16.30 Wib Larjuiar Verilikssi SAQ Maney Tim wariikalor BHKLN,
analkon | Pengianaan Sumbe:
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Ketastan dan
Durys Kaslautsan dan Parkanan | Perfanan

Ari Pranosn

an. Sekretaris Jenceral
Wepats Bro Hubungan Masysraksl dan
ierja Sama Lusar Negesi,

Ditandatangan!
Socarn Elabonik

BN
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udah melakukan pemutakhiran

. . LAPORAN PELAKSANAAN
database informasi, yang dapat e A Pl T3 Sh i
. PFID HEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
digunakan petugas layanan Wt Conctars 30 e 2034

informasi; Melakukan pembinaan
dan pendampingan dalam

pemenuhan standar pelayanan

FaAnaN

4 %}_

informasi publik di semua PPID

Pelaksana di lingkungan KKP

BEXRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HELAUTAN DAH PERIKANAN
TAHUM 2024

HATA PENGANTAR

P sryuiier hhviienl Sila® SWT babrei laporas Passbehasen wnten
Draf Stinder Peliparis FPD Mesmnbean Kt Sen Pericsen S
Stirnon setuges Askah s berin petvssen o pubih  Kermerson
Kalictan das Pasknen scusi desgen amans! Undang-Undang Nomas 14
latun 0B Wevang Matestulcen informecd Poblk sets Pesslonn Masleri
Wome ADKEPHEN-KPII tesleng Pesyslengoirsan Layenas inksssi
Pobith 5 Linghungin Kermuriasn Kaiibis S Pasknan

Kegistan Perbutaces wnpten Drel Saede Pelipenas PPOD
Farrerreran Faliclan der Perdaren mercpeesn selsh sty berdoh persioanen
Permbatinas, Deal Snde Pelpsnes M0 Kerermieen  Kiagen S
Pardcisan yasg dibaihen guh PPO Resenierien di inghungen Kessnienan
Kibilan dan Peshinsn Hal 0 sejln Singen smenel regulasi nasiors
Smnkang implasanting kirkarbubien inkees publ o Bacan Pobi

iy harigan ki ponn Pemshasen Dol Starde Pairpacn
PPD Karreriessn Kelactan Sen Paskanen e Spel berendasl dekas
Fmrengitan peliyanas mformas pobil. Selanuinys nggeoan Seruce ki
San saras yang marbasgus sangal kami hasplkes begl persssumasn
lpornin Muspun pelaasen mlomme bedecen. Al ks SarE sermus bk
I T I T SOoran i drrapkian lerima ki

Jukirta. 30 Wia 2028
Kapas Bio Hobusgas Marpense das Kar
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HEMENTERIAN KELALTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JEMDERAL

L, AR LATRTIONR, TREUT REAII 1

SRAFTA TR POS 4930 0P 10041
PR BPR (5371 I (ACAR | FRSEIAL B 501 | ST
Py
Barmer 1 AN S H 0TI T M 2024
=t ]
Larmgaran - 1 ezt Lamibar
il Urtangan Pemtanasan Saarcie Poapanar inkrmas Puse

Vi {Duftad Trtange]

heridkab g Permien Mener Kiegitn fas Pelbaian Morer & Taue 5003
n ernomacs gl

1 Heloustan
mangaraarg n:»;:m; Wk hade dsan Pambchoeon Sandy P
Fuishs yann mcan ez ienngermian rad

i, tenanal - RAt 28 Wsl 2024

ok OB 30 < d 1800 VR

= ik lecsr Karanbna bon don Pergendsian Muts iatars |
Prorcier ficiainn B Sonkenn-tiatia leopcrmng: Wi
Lisk TS Loy i J024

Lk it dan ormas ieh g kA megaskan sehag nambubing
Sauar Wil Sansls 10 SE-EITT-ETI

Owrrivat burs sapaice, b P i dun pe ke Sapmbto ke ucaptan

Levima s
A ek evieal
¥izpda B b rgan Mesyanshat dae
Haa S Lukar MEgen
( }n...._.....-
v bt
& Pratrwm
Tamibisar:

Bekciss Jendcinl K

Dirzaer Jerosrd Pangesnsan welsan dan Rusng Lan

P Dwesr Jenders Permanan Tingeep

Dirsiiar Jeruderdl Peviaren Budl Dayo

[ariir e Panguaian Tya Saing Prodis Kelaun con Frerkasen

P Carsinr Jenderal Fengawssan Sumbar (oya Kelamar san Pamaran

Tagestr Jardetsl Kamenesn Helsiie den Perkasm

Korpests Mt Parg SN (s Peragermlzsng o Tamioer Dps b sba bsl eyt i

e

=

P, Hopels fladan Mengoncelon den Posgawssar kot Hasd Keisutar gan Parkenan

L et Sl Lk i a1
Momar - BIECS STHA SO0NIEEM
Targgel - T Wel 2324

DAFTAR LNDAMOAN

1. Eebretactd Jeidanl
1. Hazea Hru Posncasass
2 Hmsala Sao Burber Durps Sparais dan COopansast
3 Hipoia Seo Halum
A, Hoapaia Siro Kesangan oan BAN
5. Hepi B Liui do Porgadasn Boa hgiiase
& Hinpaia Pasa Do SIS & emar
T Dvdiur Lorviage Pongoicia Mode! Usana Kalauen oan Fencanan

i PRI Dirsioorai Jon deral Fesgedo ban Kelautan dan Ruseg L
1 Sacwire Drelionr anderal Pengsloman Keisusar dan FPuang Laul

W PPID Dirptoral Jendarsl Pesisnsn Tenghap
& Satwtaws Ciekions jend sl Pericanss Tangkap

T, PPI Direkiorai Jenderal Pesibanan Budi Days
0 Sakssiane Cimkiorae Jenzeral Prricaras Ba Oy

W PPI Dirskiorat tenderal Prsgustan Deys Saing Prodis Kelsidan dan Pecfiansn
11 Satssba Ciskiore el Pengeoten Doys ey Procs Kamsin e
Paskanan

W1 PR Clbekioral Jendenal Pesgamisan Sormiter iya K elslas din Paisan
12 St Dvwkionst senderat Pergessaan Surater Daye Katswien den Pesiarnn

Wi, PR weadarai
RER P P e T
14 Iresgoaktar |
15 |rgcktes 0
6. Irepakter v

VIl PPID Bledan Penpubihen dan Pengemangen Sumber Daps Menusls Kelastas dan
i3

Perikansn

1T Satmiars Badan Pasyiis har a9 Rangambargan Sumbaer Doys Manes s Helssan
aan Pesikanan

18 P Kot Pyrst Fs byt haan Kstaidsn dan Peikansn

10 PR dapoa Pusst Perddican Kelawan dan Fetkanan

20 PR Kepsta Pussi Feebhan Keleuter don Peranen

X PPE Badan Pangancaiian san Pengasasan Muk Hasil Keisutan dan Perianan
1. Sasiars Baden Pargercaiar s Pargssasan M Hasd et da
P
12 PR Kspein Batsl By Karmviro usn than Sengmacii bk Isors. 1
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
3 JALAN MEDIAN MERDERA TIMUR NOMOR 18
i SARAFCTA 10110 KOTAK POS 4130 6F 10041
¥ 4 ! LACAK), F

TELES

LAMAM 31010 44

™,
S

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELDLA INFORMASI DAN DORUMENTASE
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: 3/PFID-KEP/VI| /2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BIRD HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERIA SAMA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTASI

Menimbang ;1 Dalam ramgka meninghatkan kualias pelayanan informas!
publik di Biro Hubumgin Masyarakat dan Kerja Sama Luar
Negeri Kementorian Kelautan dan Perikanan diperhukan
standar pelayanan informasi peblik sebagai pedoman bagi
potugas dalam memberilan pelayanan informasi kepada
Masyarakat;

Babwa berdassrkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf 8, perdu menetapkan Keputusan Pejabat
TPungelols Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelawtan
an Perikanan tentang Standar Pelayanan Infarmast Pubilik
Bira Hubumgan Masyarskat dan Herja Sama Luar Negeri
Hementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengirgat Undang-Urdang Nomor 14 tabun 2008 tentang Ketarbuian
Informasi Publi;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peliyanan
Publiic

Peraturan Pemerintoh Republil Indonesia Namar &1 Tahun
2010 tentang Pelsksanzan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterhuaan Informasi Publil;

2

4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahan 2012 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Namar 25 Tahun 2009 tentang
Pelapanan Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 wntang

Standar Layanan Infarmasi Publik;

6 Persturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformas| Birolasi Repablik Negara Indonesia Nomor 15
tahum 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan:

7. Peraturan Menter Kelautan dan Perskanan Republik lndonesia

Nomor 42 Tahun 2023 temtang Penyelenggaraan Layanan

Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Fertkanam;

=

Podoman Menter! Pendayagunasn Aparater Megara dan

Dakbmrmminrd Birerard Banehbil bndnnaria Mnmmne 7 Fahen 3079

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
RTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 1004
TELEPON (021) 3518070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN SURE!

Nomor : B.1285/8J 5/HM 330/V/2024 28 Mei 2024
Sifat : Seger:

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Undangan Pembahasan Lanjutan Standar Pelayanan Informasi Publik

Yth. (Daftar Terlampir)

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang mengamanatkan uniuk adanya Standar Pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perkanan, bersama ini kami bermaksud
mengundang Bapak/lbu untuk hadir dalam Pembahasan Lanjutan Standar Pelayanan
Informasi Publik yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 30 Mei 2024

waktu 8.30 5.d 18.00 WIB
tempat Wisma Gracillana, Jalan Pulo Mas Utara |, Jakarta Timur
Link + hitps://bit.ly/Standarl ayanan2024

Untuk keordinasi dan informasi lebih lanjut, kami menugaskan sebagal narahubung
Saudari Mila Akmalia (+62 821-6172-9127).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/lbu, kami ucapkan
terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Ditandatangani
Secara Elektranik

Ari Prabowo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KKP

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Pit. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

Pit. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

ENomnaen
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Lampiran Surat Undangan
Nomor : B.1285/SJ.5/HM.330/V/2024
Tanggal : 28 Mel 2024

DAFTAR UNDANGAN

Sekretariat Jenderal
. Kepala Biro Perencanaan
. Kepala Biro Sumber Daya Aparatur dan Organisasi
. Kepala Biro Hukum
. Kepala Biro Keuangan dan BMN
. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

~Nm o s

Il. PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelaulan dan Ruang Laut

PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

IV.  PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

V. PPID Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan

V. PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
12, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

v

PPID Inspektorat Jenderal

13. Sekretaris Inspektorat Jenderal
14. Inspektur |

15. Inspekiur I

16. Inspektur V

vin.

PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

Perikanan

17. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelaulan
dan Perikanan

18. Pit. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

19. Pit. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perlkanan

20. Pit. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

IX. PPID Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

21. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

" Register Permahonan nformasi Publik (PPID) -
Foriod i
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5.Sudah dilakukannya bechmarking

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
ME!

DA MERDEKA TMUR HOMOR 16

secara daring atau luring(visit

JAKARTA 10110 KOTAX POS 4130 JKP 10041
TELERON {021) 36 19070 {LACAK). FAKSIMLE (021} 3520351
LAMAN pavw ki g0 1} SUREL sefan@iokp go.d

Langsung) kepada lembaga/badan

publik yang mendapatkan kategori e B T

Pendamgingan PPID Pelaksana KiP Tawn 2034

“informatif” dalam Anugerah KIP Y e Ut Tatrsi

Sehubungan dengan pelaksanaan Manitoring dan Evaluasi (Monev) Kelerbuiaan
Informasi PUbEK {KIP) di Englurgan Kementerian Kelautan don Pericaran Tahun 2024,
bersama

unluk menghadii kegia

har, tanggal  : Selasa - Rabu, 10 -11 Desember 2024
wak : 08.00-16.30 WIB (jaowdl lerampir)
tempat + Bald Risst Buddaya lkan Hiss

& Pauticnas Ry Mo 15, Forenren M. Kol k. Jouis il
agends £ Pendampingan PPID Pelcksana
dalam mgu Ketertukaan Informasi Publi
i Engeungan KKP Tahun 2024

Dapal kami sampaikan bafvwa kapasias pesenia yang dapal hadv d lokasi kegistan
{onsite) adalah 50 crang. Konbrmasi kehadiean dengan mengisi form regisieasi pada tautan
Do fpems, eV BRI 100PS2 A |0 Sebma kegistan bedangsung, pantia menanggung
HASUMS, SS0ANGHEN Ditya pefEAnan dRELATKAN DOSA AAGGAMA MASNG-MASNG uni
organisasl. UNluk Koordinasi can vormasi lebih lanjil, KAMi MENUGISKIN SADAGEI
nardhubung Saudan Adlah (+62 813 1008 4362)

Demiian kami sampaikan, alas perhatian dan kehadiran Bapakflbu, kami ucagkan
ferima kash.

an. Sekretaris Jendeal

Hepada Biro Hubungan Masyarakal dan
Herja Sama Luar Nagesi,

!'}?:r

i Prabowo

g

|

Jenserai Penkaran Ta
Ovukhr Jendaral Perkaran B Daya

Sang Prodi P
f= P
s Jenderal

Seireins Jendersl
Diresnr Jencerl N Kk tan dan Ruang Lt
Pengelcia ang

BN

i i B, BSSN

Lamgiran Surst Undangan
Nomer & S2T6/5. M ATOIXI2024
Tanggal: 6 Desember 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT UNDANGAN

I Sekretariat Jenderal
1. Kapala Balai Pangsiolaan Inormas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelauian dan Ruang Laut
‘Selretaris Direktorat Jenderal Pengelolzan Kelautan dan Ruang Laut;

Kepala Balai Pengeiolaan Sumber Daya Pesisir dan L aut Padang;

Kepaia Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisi dan L aut Ponfanak

Kepala Balai Pengslolaan Surber Daya Pesisir dan L aut Makassar,

Kepala Balsi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan L aut Denpasar;

Kepala Balsi Kawasan Konservasi Persiran Nasional Kupang;

Pit. Kepala Loka Pengeloisan Sumber Daya Pesisir dan Lsut Sorong;

Kepala Loka Kawasan Konsenvasi Perairan Nasional Pelanbans

0. Kepala Loka Pengslolaan Sumber Daya Pasisi dan Laut Serang;

ScEENmms R

Direkorat Jenderal Perikanan Tangkap
11. Seletaris Diektorat Jenderal Perikanan Tangkap
12. Pit Kepsla Balai Besar Penangkapan lkan Semarang
13, Kepals Pelabuhan Perikanan Samudsra Belawan
14. Kapala Pelabuhan Perikanan Samudsra Bungus

Ke pala Pelabuhan Perikanan Samudsra Nizam Zachman
. Pt Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Clagap
. Kapaia Pelabuhan Perikanan Samudsra Kendan

]

ERELEBEENERENNENEE RS
3
B
i
%
¢

. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

ek IS, BSN
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IV. Diredtorat Jenderal Perikanan Budi Daya
35. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

E.

Kepala Balal Perikanan Budl B-)eAlTawaSmGdnm
pala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar

5E
F
T
¢
g
£
£
iz
‘

Kepsla Balsi Perikanan Budi Daya Laut Lombok
pels Balai Peritanan Budi Daya Laut Ambon

FEEFRE

50. Kepala Pengujian Kesehatan lkan dan Lingiungan, Serang

V. Direkiorst Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelauisn dan Perikanan
51, Sekrstaris Direkorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
P

erikanan
52. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

=

Diredtorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
53. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan
54. Kepala Panghalan PSOKP Lampulo
55, Kepala Pangkalsn PSOKP Batsm
56. Kepola Panghalan PSOKP Jakarta

pala Stasiun PSDKP Tarakan
Kepala Stasiun PSDKP Tﬂﬂl\a

6. Knpd.l ‘Stasiun P SDKP Amb:

67. Kepala Stasiun PSDKP B!ak

VIl Inspektorat Jendsral
68, Selretsrs Inspektorat Jenderal

v

. Badan Penyuunan dan Pengermisangan Sumber Deye Manusis Kelstan dan

m Setrous Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daye Kelautan

dan Perikanan

70. Kepela Balsi Besar Risst Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

71. Pt Kepals Balsi Besar Riset Pengolshan Produk dan Bioteknologi Kelautan
dan Perikanan

72. Pit. Kepala Belai Besar Riset dan Budidaya Laut dan Penyubuhan Perikanan

i s ol S, SN

#

Kepala Balsi Riset Perikanan Budidaya Air Payeu dan Penyuuhan
Perikanan

Kepala Balai Riset Perkanan Budidays Air Tawar dan Penyuhihan
Perikanan

Kepala Balsi Rise1 Perikanan Persiran Uimum dan Penyuluhan Perikanan
Kepala Balai Riset Perikanan Laut

Kepala Balsi Riset Pemulihan Sumber Daya fkan;

e pala Balai Riset Pemuliaan lkan

Kepala Balai Rise1 Budidaya [kan Hiss

Kepala Balai Didat Aparatur Sukamandi

Kepala Balsi Pelaiihan dan Penyuluhan, Medan

Kepals Balsi Pelathan dan Penyuluhan Tegal

Kepala Balsi Pelatihan dan Penyuuhan Banyuvangi

e pala Balai Pelafihan dan Penyuluhan

Kepala Balai Pelahandan Ambon

Direktur Polteknik Al Ussha Perkanan Jakarta

Direktur Polite knik Kelautan dan Perikanan Biung
Direktur Polite knik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
Direktur Poliie knik Kelsutan dan Perikanan Sorong
Direktur Polite knik Kelautan dan Perikanan Karawang
Direktur Poliie nik Kelautan dan Perikanan Kupang
Direktur Polite nik Kelautan dan Perikanan Bane
Direktur Poliie knik Kelautan dan Perikanan Dumsi
Direktur Polite knik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
Direktur Polite ik Kelsutan dan Perikanan Jembrana
Kapala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong
Kepala Sekolah Lisaha Perikanan Menengah Pariaman
Kepala Sekolsh Usaha Perikanan Menengah Kota Agung

=
2
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105 Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasl Perikanan

1. Badan Pangendalian dan Pengawssan Mutu Hasil Kelautan dan Pericanan
1085 re taris Badan F Mutu Hasi Kelsutan d
Perikanan

107.Pit. Kepala Balsi Besar KIPM Jakarta |
108.PIt Ka) Balsi Besar KIPM Makassar
1004

114.Kepala Balai KIPM Balikpapan
115.PIL Kepala Balai KIPM Jayapura
116.Kepala Balai KIPM Manado
117.Pit Kepals Balsi KIPM Semarang
118.PIL Kepala Balai KIPM Mataram
110 Kepala Balsi KIPM Banjarmasin
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120.Pit. Kepals Balsi KIPM Entikong
121 Kepala Balsi KIPM Lampung
122.Kepala Balai KIPM Ambon

123.Pit Kepala Balai KIPM Tarakan
124.Pit. Kepals Balsi KIPM Tanjung Pinang
125 Pit. Kepals Balsi Lji Standar KIPM

126 Kepala Stasiun KIPM Palembang

127 Kepala Stasun KIPM Aceh

128.Pit. Kepala Stasun KIPM Medan I
120.Kepala Stasiun KIPM Jambi

130 Kepala Stasiun KIPM Batam
131.PitKepala Stasiun KIPM Padang
132.Kepala Stasun KIPM Pangkal Pinang
133.Kepala Stasiun KIPM Pekantaru

134 Pit. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta
135 Kepala Stasun KIPM Pontiansk

130.Pit. Kepala Stasiun KIPM Kendari
140.Kepala Stasun KIPM Kupang

141 Kepala Stasun KIPM Temate
142.Pit. Kepala Stasiun KIPM Bangkulu
143 Pit. Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asshan
144.Kepala Stasiun KIPM Cirebon

145 Kepala Stasiun KIPM Bandung

146 Kepala Stasun KIPM Merak

147 Kepala Stasiun KIPM Lusuk Banggsi
148 Ko pala Stasiun KIPM Mamuju
149.Kepala Stasun KIPM Tahuna
150.Kepala Stasun KIPM Baubau

151 Kapala Stasiun KIPM Bima

152 Kepala Stasiun KIPM Sarong

153 Kepala Stasun KIPM Merauke

ich HSE, B

Lampiran SuratUndangan
Nomor : B.6276/5) SHM.A70MIEZ024
Tanggd : 6 Desember 2024

TENTATIF AGEND A WORKSHOP
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PPID PELAKSANA
DALAM RANGKA MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENT ERIAN KEL AUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Depak, 10-11 Desember 2024

Selasa, 10 Desamber 2024

08.00- 08.30 WIB | Open Raghration -

08.30- 08.40 WIB | Pembukaan MC

08.40- 09.00 WIB | Arahan dan Peryampaian Hasd Verifikasi | Kepala Biso Humas dan
SAQ Monev Ketesukaan informasi Pubiix | KLN
KXP Tahun 2024

09.00- 12.00 WIB | Pemaparan namsumber:

1. Pemn Stategis PPID dalam Kemsianer Komisi
i Huallas L ! i {ihc)
Publi} yang Frima

2. Pemanaman Kensep Monfiorng dan | Tenaga ANk Komisi
Evahuas [Monev) ] fthe)
Informasi Public

Disiusi dan Tanya Jawab

12.00- 1300 WIB |ISHOMA

13.00- 17.00 WIB | Cosching Clinic: Tim Layanan infoemasi
Pendampingan Monev PPID Pelaksana Publik BHKLN

Rabu, 11 Desember 2024

08.00- 12.00WIB | Lanjtan Tim Layanan informas
Coaching Clinic: Publi BHKLN
Pengampingan Monev PPID Pelaksana

12.00- 13.00WIB | ISHOMA

13.00- 16.00 WIB | Coaching Clinic: Tim Layanan Informasi
Pendampingan Monev PPID Pelaksana Publik BHKLN

a.n. Sekretaris Jendesl
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kesja Sama Luar Negeri,

dhch BSeE, B
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDLIM

Yih © Kepala Bin Hurmas dan Kera Sama Lusr Negesi

Daii @ Kepala Tim Kerja Layanan Infarmesi Pyl

Hal : Laporan Workshon Peminaan dan i PID} Pk
HKP Tahun 2024

Lampiran © Salu Berkes

Tanggal : 11 Desember 2028

Setubungan dengan Undangan Kepala Bira Hubungan Masyarskat dan Kerja
Sama Luar Negeri Nomor B.E27E6/S)5/MHM.4T0MN2024 Perihal Undangan
Workshap Perbinasn dan Pendampingan PPID Pelsksana KKP Tahun 2024
bersama dengan ini dapat kami laporkan kepada Bapak Kepala Biro Hubungan
Masyarakal dan Keda Sama Luar Negen sebagai berkut
1. Pembukaan
Kegiztan Warkshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana KKP
Tahun 2024 ini ik cleh Kepala Biro Hubungan Masyarskat dan Kerja Sama
Luar Negeri melalii mom, yang menyampaikan beberspe paint diantaramya
adalah:
a. Weterhukaan informasi publik merupakan salah satu piar vama dalam
tata kekal i yang baik jg
b. Sebagai badan publi, Kemenierian Kelautan dan Perkanan memibki
tanggung jawab besar uniuk memastian tersedanya informasi public yang
akurnd, tmnsparan, dan mudah diskses mayarakel Hal in Gdak hanya
memenubi amanat UndengUrdang Momer 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukoaan Infarmasi Publik, tetapi juga mencerminkan komitmen kit untuk
memberian pelayanan prima kepads masyarakal
© Sejak tahun 2022, KKP idfah melsksanakan Money keserbukaan informasi
it o finghup infernal KKP, uniuk mengukur Singkal kepatihan dan menilai
konsistensi PPID Pelaksans dalam memberikan layanan  kelerbukaan
informasi publik yang berualis.
Meskipun secars umum lerdapal peninghatan dar tahun by, namun dan
hiasil verifikasi kuesioner menunjukkan masih sdarya g ruang perbakan
yang perk kit lincak lanju. Oleh Karena ity, warkshop ini menjadi langkah
sralegis urick membangun kapastes PPID Pelsksana agar mampu
menjalankan perannya dengan lebih optimal sesusi dengan ketentuan yang
ks,
Melabi paperan dori narasumber yang berkompeten, seris sesi coaching
dlinic yang intensif, karmi berharan Bapakilby dapat memperieh permahaman

P

"

wawasan dan keterampilan praklis yang dapat langsung dimplementasikan
dalam tugas sehari-hari.

2. Peserta
Acar ini dibadini cleh perwakilan dori selisp un crpanisas eselon | dan
UPT &i KKF, yang mencakup berbagai divisi siralegis terkt pelayanan nfamas
publik.

3. Wakfu dan lokasl palaksanaan keglatan
Kegiatan diaksanokan di Balai Riset Budidays lkan Has Depok J.

Perikanan Raya No.13, Pancoran Mas, Kots Depok. Jaws Baral pada tanggal

10=d 11 Desember 2024 pukul 08.00 5.d selesai.
4. Materl yang Dlzampalkan

Dalam Werkshap ini, terdapat 2 narsumber yang menyampaikan beberaps

informasi diantaranya adalah:

a. Gede Nerayana SE. M5 sehagai Komisioner yang menyampakan Peran
Strategis PPID dalam meningkatan kuasfilas |ymnan Badan Publk yang
Prima
Adity Muriya Shelikhah yang menyampssikan mengens perbedaan informasi
{berkala, serta merta. dan waiib setiap saaf).

L

5. Tautan Petakeanaan Materl
m B bt Harsum

& Ksskmputan dan Tindzk Lanjut
Dengan  adarya kegiatn ini, PPID telah metaksanakan pendampingn untk
perbaikan SAD Money Iniemal KKP yang belum mendapatn penilaian
informatt, pads kegiatan ini jugs diketshui bahwa masih banyak petugas ban
yang membutufikan informasi mengerai PRID.
Pada kegistan ini juge diketshu ierdapal beberaps petugss PPID yang sangat
bans, sehingpa P an kan ingan secara lebh
fanji dan memberkan peiatinan kepada petugas PPID pelaksana,

Demikian laporan ini kami sampaikan uniuk diketshui dan sebagai bahan
evaluasi. Alas perhatian dan peskenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Diding Sutardi
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Lamgiran Memarandum
Tanggal : 11 Desember 2024

Laporan P dan PRID KKP
Tahun 2024
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